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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan Sepeda Motor Kredit Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr”. Skripsi ini
adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana
pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit dalam
putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan
bagaimana tijauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggelapan sepeda
motor  kredit dalam  putusan Pengadilan  Negeri  Purworejo = Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr.

Data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data secara dokumentasi, yaitu
cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen. Dengan cara membaca,
mengkaji, merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan
Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang penggelapan sepeda motor kredit.
Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif
analisis yakni memaparkan tentang tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit
yang dilakukan oleh terdakwa dengan dialihkan kepihak ketiga tanpa persetujuan
dari pihak /easing. Setalah memaparkan kronologi maka selanjutnya dengan pola
pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada dua pertimbangan hakim dalam
putusan ini yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis yakni terdakwa dihukum
dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan pasal 372 KUHP tentang
penggelapan  dan pertimbangan yang bersifat sosiologis yakni tidak hanya
memberikan efek jera namun juga memuat unsur pendidikan. Selanjutnya untuk
penggunaan pasal majelis hakim harus mempertimbangkan dengan benar, dalam hal
kasus ini hakim menyampingkan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis, hakim
bisa memutuskan perkara ini menggunakan undang-undang yang mengatur secara
khusus yaitu pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan
fidusia, karena melihat barang yang dialihkan merupakan sepeda motor yang
menjadi objek jaminan fidusia dengan PT.ADIRA FINANCE. Menurut tinjauan
hukum pidana Islam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap
terdakwa pada putusan tersebut, sudah sesuai karena termasuk dalam kategori
hukuman jarimah ta’zir dan belum ada ketentuan nas yang mengatur secara eksplisit
tentang hukuman kejahatan pada putusan tersebut, sehingga dalam menjatuhkan
hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini u/i/ amri.

Saran yang dapat di sampaikan adalah dalam memutuskan suatu perkara tidak
luput dalam penentuan penggunaan pasal dan juga Undang-Undang, majelis hakim
harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari segi formil maupun materiil. Dan
lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman, khususnya penggunaan pasal dan Undang-
Undang yang digunakan. Karena untuk membuat masyarakat percaya dalam
persidangan adalah keprofesionalan dan keadilan dalam menjalankan tugas bagi
aparat penegak hukum.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan zaman yang terus berkembang membuat manusia menjadi
manusia yang lebih modern dan dinamis, sehingga membawa masyarakat
menuju suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba praktis dan cepat.
Untuk aktifitas dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan
yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidupnya. Situasi demikian
menghendaki kepada setiap manusia untuk melakukan hubungan kerjasama
dengan individu lain. Bentuk kerjasama antara individu tersebut terdiri dari
berbagai macam keadaan dengan kebutuhan masing-masing.

Dampak adanya perubahan pada era globalisasi ini tidak hanya
mempengaruhi dari sisi perubahan yang menjadi keharusan, akan tetapi
berpengaruh pula pada semua bidang dalam kehidupan manusia seperti
teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi. Karena kemajuan teknologi
selalu menjadi ciri khas dari peradaban yang semakin berkembang pesat di
muka bumi ini. Tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan
manusia dimana perkembangannya dalam bidang teknologi, alat-alat
transportasi, dan informasi sangat membantu manusia dalam kehidupan
sehari-harinya. Manusia tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk

memenuhi segala kebutuhannya karena difasilitasi oleh kecanggihan dari



modernisasi tersebut. Akan tetapi, pengaruh modernisasi ini juga membawa
dampak negatif terutama dalam pemenuhan gaya hidup. Sedangkan gaya
hidup yang didasari pada modernisasi tentu membuat manusia berperilaku
lebih konsumtif.

Gaya hidup yang konsumtif berlebihan tentu perlu dukungan keadaan
materi dari manusia itu sendiri. Agar tidak sampai terjadi lebih besar
pengeluaran daripada pemasukan. Namun Faktanya, terdapat banyak manusia
yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan
diri sendiri. Seperti halnya sebagai berikut, karena mengikuti perkembangan
zaman yang selalu mengikuti teknologi industri salah satunya yaitu sepeda
motor, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan terhadap sepeda motor ini
tidak lagi didominasi oleh mereka yang mempunyai harta kekayaan atau uang
saja, tetapi juga mereka yang kurang memiliki kekayaan atau uang sehingga
dengan usaha melakukan kredit sepeda motor.

Saat ini kebutuhan sepeda motor telah masuk ke wilayah bagi
masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah bahkan masyarakat yang
mempunyai ekonomi lemah. Bukan faktor penghalang lagi adanya perbedaan
yang mempunyai uang atau mereka yang kurang memiliki uang yang cukup
untuk membeli sepeda motor. Karena berbagai macam cara ditawarkan oleh
para pengusaha untuk menawarkan barang daganganya termasuk pengusaha
sepeda motor atau dealer motor.

Usaha yang ditawarkan oleh pengusaha sepeda motor atau lembaga

pembiayaan (Zeasing) terdiri dari berbagai cara yang dapat menarik para



konsumen untuk membeli sepeda motor. Salah satu cara yang banyak di
masyarakat dan dianggap mudah oleh masyarakat untuk secepatnya dapat
memiliki sepeda motor dengan melalui perjanjian jual beli yaitu kredit motor.
Dalam hal ini, tidak ada lagi istilah yang menyatakan bahwa yang dapat
memiliki sepeda motor hanya mereka yang memiliki kemampuan membeli
sepeda motor. Siapapun dapat memiliki sepeda motor, asalkan ada keinginan
untuk mau terikat pada perjanjian kredit jual beli dengan dealer sepeda
motor, karena sekarang banyak lembaga pembiayaan (Zeasing) yang bekerja
sama dengan dealer antara lain ADIRA FINANCE, FIF, SPS, dsb. .

Bentuk kemudahan yang telah diberikan oleh dealer sepeda motor
yang bekerja sama dengan pihak lembaga pembiayaan (/easing) tersebut
membawa daya tarik sendiri dalam kehidupan marsyarakat untuk bersaing
dengan berlomba-lomba mengajukan perjanjian kredit sepeda motor.
Peredaran dan kepemilikan sepeda motor menjadi lebih mudah, asalkan
mengikuti prosedur perjanjian kredit tersebut. Namun, kemudahan dari
pengusaha sepeda motor atau dealer sebagai bentuk niat baik kepada
masyarakat kaum menengah kebawah untuk dapat memperoleh kredit sepeda
motor tidak diimbangi dengan niat baik dari konsumen atau mereka yang
telah terikat dalam perjanjian jual beli untuk memenuhi apa yang telah
menjadi kewajiban mereka. Kondisi tersebut tentu membuat pihak lembaga
pembiayaan (Zeasing) yang bekerjasama dengan dealer sepeda motor

mengalami kerugian yang sangat besar.



Adanya permasalahan dalam perjanjian kredit sepeda motor tersebut
tidak jarang bahkan sering menjadi persoalan hukum pidana, padahal idealnya
perjanjian kredit merupakan bagian dari ranah hukum perdata. Namun,
hukum pidana akan hadir manakala dalam perjanjian tersebut timbul
perbuatan yang termasuk dalam kategori hukum pidana. Seperti halnya
ketika masyarakat gelap mata, maka akan menempuh jalan “pintas” untuk
memenuhi kebutuhannya tersebut ketika dalam perjanjian kredit atau jual
beli sepeda masyarakat tidak mampu memenuhi salah satu prestasi dalam
perjanjian. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana
penggelapan sebagai jalan pintas tersebut, bahkan dengan cara mengalihkan
menggadaikan, atau menyewakan dengan tanpa persetujuan kedua belah
pihak.

Tindak kejahatan yang marak terjadi yakni tindak  pidana
penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 sampai dengan pasal
377 KUHP. Tindak pidana sebagaimana tersebut sebagai “penyalah-gunaan
kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut
adalah “penyalahgunaan hak™ atau “penyalahgunaan kepercayaan™.' Dalam
hal ini, penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama
terjadinya tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan
kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan
kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak pidana

yang berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan kerugian materi

' Ahmad Abu Abdul Halim, Suap, Dampak dan Bahayanya, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996)
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diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
ketika terdapat tindak pidana kejahatan mengenai penggelapan, berupa
mengalihkan, menggadaikan, menyewakan tanpa persetujuan kedua belah
pihak yang terkait dengan jual beli sepeda motor kredit dan telah menjadi
objek perjanjian jaminan fidusia maka juga diatur lebih khusus dalam
Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. >

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang sering
sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai
lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas
pun dapat melakukan tindak pidana ini. Menilik banyaknya kasus yang
terjadi di Indonesia tentang kejahatan penggelapan ini tentunya hal ini sangat
memprihatinkan. Seharusnya, hal ini tidak sampai terjadi, apabila seseorang
bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menjaga
kepercayaan dan bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikannya maka
akan menjauhkan seseorang dari tindak pidana penggelapan.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, Penelitian yang akan penulis
lakukan ini terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang tindak pidana penggelapan sepeda motor

kredit yang dilakukan oleh debitur (terdakwa) dialihkan ke pihak ketiga tanpa

’ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikanya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik
benda, sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang tidak
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai
agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamkan kepada
penerima fidusia.



persetujuan dari pihak kreditur yakni lembaga pembiayaan (/easing) disalah
satu kota Purworejo yakni PT.ADIRA FINANCE cabang Magelang.® Dalam
putusan tersebut, dasar hukum yang digunakan hakim pengadilan negeri
dalam menjatuhkan putusan adalah pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum
tentang Penggelapan. Mengingat kasus ini, sepeda motor yang dikredit oleh
terdakwa juga telah menjadi objek jaminan fidusia. Namun, penjatuhan
hukuman yang diberikan hakim terhadap terdakwa dalam putusan tersebut
tidak mengacu dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan adanya asas
lex specialis derogat lex genecralis yakni jika sesuatu perbuatan yang
terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa,
maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan, maka dalam
hal ini hakim dapat memutuskan kasus perkara diatas dengan pasal 36
Undang-Undang tentang jaminan fidusia. Hakim tidak harus semata-semata
menggunakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Majelis Hakim
sebaiknya mempertimbangkan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut
umum secara teliti, berdasarakan alat bukti maupun keterangan para saksi

dan keterangan terdakwa dalam persidangan.

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan baru dianggap sebagai
tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Jarimah (tindak
pidana) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam

dengan hukuman Aad atau ta’zir* Ta’zir adalah hukuman yang dijatuhkan

* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr
* Kemal Pasha, Mustofa, Figh Islam, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 20



atas dasar kebijakan hakim karena tidak terdapat di dalam Al-Quran dan di
dalam al-Sunnah.’

Dalam hukum Islam masalah penggelapan sepeda motor tidak
disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadist akan tetapi bukan
berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan penggalian atau
penafsiran dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum
Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist.
Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada
hukumannya. Di dalam surat al-Imran ayat 161 dikisahkan terdaat budak
yang bernama Mid’am atau Kirkirah menggelapkan mantel, Ia adalah budak
yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beliau kemudian
mengutusnyaa untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang. Ketika
sampai di Was al-Qur’an, tidab-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas
ditempat. Para sahabat mendoakan budak tersebut. Namun, Rasulullah
berujar, “Tidak, ia tidak akan masuk surga” kemudian para sahabat terkejut.
Dari kisah tersebut Rasulullah menuyuruh orang-orang unbtuk menshalatkan
jenazah tersebut, Rasulullah tidak berkenan untuk menshalati jenazah
seorang yang telah melakukan ghulul (penggelapan), sehubungan dengan itu
Imam Al-nawai mengatakan bahwa orang baik tidak perlu menshalati orang
fasik agar menjadi pelajaran dan mencegah orang lain agar tidak meniru
menjadi fasik.® Hal tersebut, berarti bahwa tindak pidana pada putusan yang

akan penulis bahas merupakan jarimah (tindak pidana) fa’zir, karena

> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 27-28.
 M.Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta : AMZAH, 2013), 192



penggelapan sepeda motor nasnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan
Hadist. Oleh sebab itu, masalah penggelapan sepeda motor sepenuhnya
diserahkan kepada wu/il amri atau badan yang mempunyai kewenangan untuk
menangani masalah tersebut.”

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk
meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai putusan Pengadilan Negeri
Purworejo terkait pertimbangannya dalam menjatuhkan pasal hukuman
putusan terhadap terdakwanya (debitur) dan tertarik untuk mengkajinya
menurut perspektif hukum pidana Islam dengan judul penelitian, “Tinjauan
Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor
Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo  Nomor

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa
masalah yang timbul sebagai berikut :
1. Pertimbangan hakim terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana
penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang tindak pidana penggelapan sepeda

motor kredit.

" A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 163.



2. Adanya ketimpangan pertimbangan hakim terhadap penerapan pasal yang
digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr.

3. Perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan sepeda
motor berdasarkan pasal 372 KUHP.

4. Perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggelapan
sepeda motor kredit.

5. Pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang telah ada.

6. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar pasal 372 KUHP tentang
penggelapan sepeda motor kredit..

7. Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggelapan
sepeda motor kredit dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr.

. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis akan membatasi masalah

sebagai berikut :

1.

Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penggelapan sepeda
motor kredit dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang tindak pidana penggelapan sepeda

motor kredit.
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2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggelapan pada
putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr

tentang tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana
penggelapan sepeda motor kredit dalam putusan Pengadilan Negeri
Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang tindak pidana
penggelapan sepeda motor kredit?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum
hakim dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit dalam
putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr

tentang tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit?

E. Kajian Pustaka
Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik
yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis
sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu
bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan
atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang

penulis lakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji mengenai hal yang
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sama terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana
penggelapan sepeda motor kredit. Namun ada beberapa tulisan yang

berkaitan dengan penggelapan, antara lain adalah penelitian yang ditulis oleh

1. Tarsisius Sigit Hariprabowo pada tahun 2012 progam ilmu hukum,
progam khusus peradilan dan penyelesaian sengketa hukum Universitas
Atmaja Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Yuridis
KriminologisTerhadap Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT.
Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta”. Penelitian ini
berpusat pada pembahasan penyebab atau faktor yang menyebabkan
timbulnya tindak pidana penggelapan sepeda motor, dan membahas
bagaimana pengendalian tindak pidana pengggelapan sepeda motor yang
berhubungan dengan PT. Federal International Finance (FIF) cabang
Yogyakarta.® Sedang penelitian yang penulis bahas adalah bagaimana
pertimbangan hakim dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor
kredit pada putusan Pengadilan Negeri.

2. Hawariyah pada tahun 2016 progam hukum pidana progam studi ilmu
hukum Universitas Hasanudin Fakultas Hukum judul “7injavan Yuridis
terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan(Studi Kasus
Putusan Nomor. 1131/Pid. B/ 2014/PN.Mks). Penelitian ini berpusat pada

pembahasan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana

¥ Tarsisius Sigit Hariprabowo, 7injavan Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan
Sepeda Motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta, (Yogyakarta,
Universitas Atmajaya, 10 Oktober 2012).
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penggelapan dengan pemberatan dan bagaimana pertimbangan hukum
dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dengan
pemberatan dalam putusan Nomor : 1131/Pid.B/2014/PN.Mks.’
sedangkan pada penelitian ini penulis fokus pada penerapan pasal
hukuman tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit dan juga telah
menjadi objek jaminan perjanjian fidusia.

Mengingat jenis tindak pidana kejahatan penggelapan sangat
banyak, baik yang diatur dalam Kitab Undang—Undang Hukum Pidana
yang mengatur secara umum dan ada Undang—Undang yang mengatur
secara khusus salah satu adanya Undang—Undang Jaminan Fidusia yang
mengatur secara khusus, kasus yang penulis angkat yakni penggelapan
sepeda motor kredit yang telah menjadi objek jaminan perjanjian
Fidusia. Maka Penulis membahas penggelapan dari unsur-unsur yang
ada, agar bisa membedakan tentang penerapan pasal Undang-undang
yang khusus atau Undang-Undang yang umum. Mengenai bagaimana
hukuman bagi pelaku tindak pidana penggalapan ketika sepeda motor
telah menjadi objek jaminan perjanjian fidusia telah dialihkan oleh
terdakwa tanpa persetujuan kedua belah pihak. Apakah menggunakan
pasal 372 KUHP tentang penggelapan atau menggunakan pasal 36
tentang ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

mengenai jaminan fidusia.

? Hawariyah, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan(Studi
Kasus Putusan Nomor. 1131/Pid. B/ 2014/PN.Mks). (Makassar, Universitas Hasanudin, 2016)



13

F. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar
penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bagi
pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit pada putusan
Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi
pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit pada putusan

Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr.

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan
hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya
dalam dua aspek yaitu :
1. Aspek teoritis
a. Sebagai upaya bagi menambah dan memperkaya khazanah
keilmuan, khususnya di bidang tindak pidana Islam yang berkaitan
dengan masalah tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam
penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan
tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit sebagai jaminan

perjanjian fidusia.
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2. Aspek praktis

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi
masyarakat, para pejabat, lembaga atau instansi terkait adanya Undang —
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mengatur
secara khusus tentang adanya tindak pidana yang mengenai penggelapan
sepeda motor kredit sebagai jaminan fidusia. Agar masyarakat tahu,
terkhusus para akademisi bahwa ketika ada transaksi jual beli sepeda
motor yang terdaftar dalam perjanjian jaminan fidusia dan otomais sepeda
motor menjadi objek jaminan fiduisa dan terjadi tindak pidana maka
terdapat undang — undang yang mengatur secara khusus yakni Pasal 35—

36 Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

H. Definisi Operasional

Menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka

perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut

antara lain :

1.

Hukum pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia, yang mengatur tindakan-tindakan
kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan bersumber dari al-
Qur'an dan hadits.'" Hukum pidana Islam sering dijumpai dengan
istilah jinayah atau jarimah. Menurut Abdul Qodir Audah, Pengertian

Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, baik itu perbuatan

10 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 10.
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mengenai jiwa, harta benda atau lain sebagainya. Jarimah dilihat dari segi
berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya dalam al-Quran
dibagi menjadi 3 macam yakni : jarimah hudud, gisas/diyat, dan ta’zir.
Jjarimah yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah jarimah ta’zir.
2. Tindak Pidana Penggelapan. Menurut pasal 372 KUHP yang dimaksud
dengan penggelapan yaitu :
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam
karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Penggelapan juga merupakan suatu kejahatan yang hampir mirip
sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP.!' Bedanya ialah bahwa
pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada dalam
tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan
waktu memilikinya barang itu sudah ada di tangan pembuat tidak dengan
jalan kejahatan.'” Yang penulis maksud disini adalah penggelapan sepeda
motor kredit sebagai objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh terdakwa
dengan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari pihak
kreditur atau penerima fidusia.

3. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang tindak pidana

penggelapan sepeda motor kredit yang berasal dari Pengadilan Negeri

Purworejo.

'R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia, 1991) 249.
2R, Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, (Bogor :
PT. Karya Nusantara, 1984), 130-131
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I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta
bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan
metode atau teori ilmiah sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan
kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, dan pada
akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah. Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian
tersebut sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis
dan konsisten.
1. Data yang dikumpulkan.

a. Data mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purworejo
yang menggunakan pasal 372 KUHP terhadap tindak pidana
penggelapan sepeda motor kredit dan sebagai jaminan fidusia.

b. Data mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak

pidana penggelapan sepeda motor kredit.

2. Sumber Data
a. Sumber Primer
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data. 13 Sumber primer dalam penelitian ini adalah:

1) Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP).

13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.
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2) Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan
fidusia.

3) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang penggelapan sepeda motor
kredit.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi

sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian.'* Antara lain :

1) Ahmad Djazuli, Pengantar Figh Jinayah,

2) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,
3) Kemal Pasha, Mustofa, Figh Islam,
4) R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan
Delik-Delik Khusus,
5) Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatit, Kualitatif dan R&D,
6) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam,
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi
dokumentasi dan studi pustaka.
a. Dokumentasi adalah teknik mencari data dengan cara menelaah
dokumen dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Purworejo

Nomor 15/Pid.sus/2015/PN.Pwr.

14 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.



18

b. Pustaka adalah teknik mencari data dengan menghimpun informasi
yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang
diteliti dengan buku-buku atau literatur terkait dengan penelitian
yang akan dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data
Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut
kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. FEditing (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dicek kembali
kelengkapnnya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat
dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.

b. Interpretasi, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya
terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah
dimengerti.

c. Analizing, yaitu melakukan analisis terhadap putusan hakim
Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan fikih
Jinayah (hukum pidana islam) dengan hasil pengorganisasian dalam
data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh
kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang

dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggambarkan atau
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menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat
perbandingan atau mengembangkan satu dengan yang lainnya.

Analisis penelitian ini dimulai dari deskripsi tentang
pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr kemudian dianalisa menggunakan teori hukum

pidana Islam dalam hal ini adalah teori ta zir.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih
mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis
akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun
sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan kajian teori terkait jarimah dan hukuman
ta’zir mulai dari definisi jarimah, ~macam-macam jarimah, unsur-unsur
jar?mah, , definisi ta’zir, macam-macam fa’zir, macam-macam hukuman
ta’zir. Kemudian membahas mengenai hukum pidana penggelapan menurut
KUHP dan selanjutnya mengenai tindak pidana penggelapan menurut hukum

pidana Islam.
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Bab ketiga menguraikan data penelitian yang berupa putusan hakim
Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr  yang
menimbang penerapan hukuman tentang tindak pidana penggelapan sepeda
motor kredit.

Bab keempat mengemukakan tentang hasil analisis pertimbangan
hakim dalam  putusan Pengadilan Negeri  Purworejo = Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor
kredit dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BABII

TEORI JARIMAH TA’ZIR ,PENGGELAPAN DALAM KUHP DAN

PENGGELAPAN DALAM FIQH JINAYAH

A. Konsep Jarimah

1.

Definisi Jarimah

Menurut istilah jarimah adalah larangan Syara’ yang diancam oleh
Allah SWT dengan hukuman Aad atau fa’zir"> Larangan—larangan tersebut
adakalanya ketika mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan
perbuatan yang diperintahkan, para fuqaha memberikan contoh
meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, tidak membayar
hutang padahal sudah mampu untuk membayarnya, mengkhianati amanah,
seperti menggelapkan titipan, manipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan
lain sebagainya. Misalnya mengerjakan perbuatan yang dilarang seperti
sumpah palsu, penipuan jual beli.

Dalam hukum Islam, kejahatan disebut dengan jarimah/jinayah yang
didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, dan
pelanggaranya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Dengan demikian

suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Syari’at. Dengan

'> Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, ,1993) Cet. Ke-5. 1.

21
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kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan (ommission) suatu
perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari’at
adalah kejahatan.'®

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata jaramah, menjadi
bentuk masdar jaramatan yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau
kejahatan. Jaramah juga mempunyai sinonim Kasaba wa Qata’a yang artinya
berusaha dan bekerja. Namun pengertian usaha yang dimaksud dalam
pengertian ini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci

.
oleh manusia.!”

Menurut Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi
Muslich mengartikan jarimah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang
dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau
lainnya.'®

Dalam banyak kesempatan fuqaha seringkali menggunakan kata
Jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk masdar dari
kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan
Jjinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti

“memetik buah dari pohonnya”. Kata jinayah dalam istilah hukum sering

' Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20

7 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), Cet. I1, 9.

"* Ibid., 9
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disebut dengan delik atau tindak pidana, dan orang yang berbuat jahat
disebut jani"”

Jadi, pengertian jarimah secara umum sama halnya dengan jinayah
yakni perbuatan yang diharamkan dengan kata lain tindakan yang dilarang
atau dicegah oleh syara’, dan apabila dilakukan perbuatan tersebut

mempunyai konsekuensi membahayakan agama,jiwa, akal, dan harta benda.

2. Unsur — Unsur Jarimah
Mengenai unsur jarimah, jarimah memilik 2 (dua) unsur yakni unsur
umum dan unsur khusus :
a. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis

Jjarimah. Yang terdiri dari:

1) Al-rukn al-syar’i (Unsur Formal) artinya, setiap perbuatan tidak
dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali
adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Kaidah yang
mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap
melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali
adanya ketentuan nass’.

2) Al-rukn al-madi (Unsur Material) artinya, adanya tingkah laku
seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat

maupun sikap tidak berbuat. Pencurian adalah tindakan mengambil

' Marsum, Figh Jinayat, Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991). 2.
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barang milik orang lain. Tindakan tersebut merupakan tindakan
material yaitu perilaku yang membentuk tindak pidana.
3) Al-rukn al-adabi (Unsur Moral) artinya pelaku tindak pidana harus
orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya.
Setiap jarimah hanya dapat dihukum, ketika sudah memenuhi ketiga
unsur-unsur tersebut.*’
Unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis
Jjarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain. Sebagai
contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya
dalam jarimah pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh

manusia lainnya dalam jarimah pembunuhan.

3. Macam — Macam Jarimah

a. Ditinjau dari segi berat ringanya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga

bagian®' :
1) Jarimah Hudud adalah suatu pelanggaran dimana hukuman khusus
dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk

dipertimbangkan, baik lembaga, badan maupun seseorang.”* Jarimah

hudud meliputi perzinaan, gadzaf (menuduh zina), minum &khamr

2 A. Djazuli, Figh Jinayah, Upaya Menanggulangi dalam Islam ., 24.

2 bid., 77.

** Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Figh Jinayah, (Surabaya: Pustaka Idea,

2015) 13.
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(meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan,
dan murtad.

Jarimah Qisas/diyat, Qisas adalah memberikan hukuman kepada
pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban.
Sedangkan diyat adalah harta yang diberikan kepada korban
keluarganya, bukan kepada pembendaraan negara. Diyat bisa
dikatakan mirip dengan ganti kerugian, besarnya dapat berbeda beda
menurut perbedaan sengaja atau tidaknya jarimah yang dilakukan
oleh pelaku. Diyat dikatakan hukuman karena diyat merupakan
balasan dari jarimah. Jika korban memaafkan diyat tersebut maka
hukuman diganti dengan hukuman tazir® Jarimah qisasldiyat
meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja,
pembunuhan bersalah/tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan
penganiayaan tidak sengaja.

Jarimah Ta’zir adalah pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan
kebijaksanaan penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk
memperbarui dan mendisiplinkan mereka. Tindak pidana yang
diancam dengan hukuman ta’zir adalah setiap tindak pidana selain
tindak pidana hudud, gisas dan diyat. Karena ketiga tindak pidana

tersebut memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan

» bid., 14.
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jumlahnya oleh syara’. Ketika hukuman fa’zir dijatuhkan atas ketiga

tindak pidana tersebut, hukuman tersebut tidak dikategorikan sebagai

hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus

dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok.** Jarimah ta’zir

terbagi menjadi tiga bagian :

a)

b)

Jarimah Hudud/ Qisas/ Diyat yang subhat tidak memenuhi syarat,
namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian,
percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, pencurian
aliran listrik.

Jarimah — Jarimah yang ditentukan oleh al-Qur’an dan al-Hadis,
namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, sanksi
palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

Jarimah — Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk
kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan
pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan
kemaslahatan ini terinci secara terinci diuraikan dalam bidang
studi ushul figh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu

lintas.”®

24 Akhsin Sakho Muhammad, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam 111, (Bogor : PT Karisma

ilmu, tt). 85.

* A. Djazuli, Figh Jinayah, Upaya Menanggulangi dalam Islam..13.
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b. Ditinjau dari segi niat pelakunya, jarimah dalam aspek ini dibagi menjadi

dua jarimah

1))

2)

Al-jari’im al-magsudah (jarimah sengaja) adalah jarimah yang
dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya
serta dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam
dengan hukuman.’® Pada jarimah pembunuhan, kesengajaan
mempunyai arti khusus, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang
dan akibat perbuatan itu dikehendaki.”’ Pelaku yang dengan sengaja
berbuat tetapi tidak menghendaki akibat-akibat perbuatanya,
tindakanya disebut “pembunuhan semi sengaja’. Dalam hukum
positif, hal ini disebut dengan penganiayaan yang membawa
kematian.*®

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa untuk jarimah
sengaja harus memenuhi tiga unsur. Perfama, unsur kesengajaan.
Kedua, unsur kehendak yang bebas dalam melakukan. Ketiga, unsur
pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.”
Al-jara’im Ghayr al-magsudah (jarimah tidak sengaja) atau (dolus

dan colpus)™ adalah jarimah yang pelakunya tidak sengaja (berniat)

untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang

% 1bid., 14

*" Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Figh .. 16.
28 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 12.
¥ Sahid, Epistemologi Hukum Pidana,..16.

3 1bid.,15.
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1

kesalahan atau kekeliruan terdapat dua macam :

a)

b)

Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang pada akhirnya menjadi
Jjarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkanya.
Terdapat dua macam lagi. Pertama, keliru dalam perbuatan.
Misalnya, orang yang melempar batu karena merintangi jalanya,
tetapi kemudian mengenai orang lain yang kebetulan lewat di
jalan yang sama. Kedua, keliru dalam dugaan. Misalnya, seoorang
pemburu menembak sasaranya yang disangkanya binatang, tetapi
kenyataanya ia adalah manusia.

Pelaku tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak
diniatkanya. Jarimah tersebut terjadi sebagai akibat kelalainya
atau ketidak hati-hatianya. Misalnya, seseorang sedang tidur dan

jatuh mengenai orang lain sehingga meninggal.*

c. Ditinjau dari segi waktu tertangkap, jarimah dibagi menjadi dua:*®

1) Jarimah tertangkap basah. Maksudnya adalah jarimah yang pelakunya

tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau

sesudahnya tetapi dalam waktu dekat.

A Djazuli, Figh Jinayah, Upaya Menanggulangi dalam Islam ..13.
32 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Figh Jinayah ..17.
3 Ahmad Wardi Muslich, pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah ..23.
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2) jarimah yang tidak tertangkap basah adalah jarimah yang tidak
tertangkap ketika sedang melakukan, melainkan setelah kejadian.

d. Ditinjau dari segi objek atau korban kejahatan, jarimah dibagi menjadi
dua macam:

1) Jarimah perorangan. Adalah jarimah yang hukumananya ditetapkan
untuk melindungi kemaslahatan perseorangan (individu).

2) Jarimah Masyarakat. Adalah jarimah yang hukumanya ditetapkan
untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik jarimah itu
berkenaan dengan individu, masyarakat ataupun ketentraman
masyarakat dan tata aturanya.

e. Ditinjau dari segi karakter, jarimah dibagi menjadi dua macam™ :

1) Jarimah politik. Menurut Abu Zahrah, jarimah politik adalah
pelanggaran terhadapa peraturan pemerintah, terhadap pejabat
pemerintah, atau terhadap garis-garis (ideologi) politik yang telah
ditentukan oleh pemerintah. Kesimpulanya bahwa jarimah politik
yang dialkukan untuk merealisasikan tujuan politik atau faktor

pendorongnya adalah politik

3 Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Figh Jinayah.... 20-21.
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2) Jarimah biasa. Adalah jarimah yang pangkalnya adalah motivasi biasa
dan tanpa mengaitkan dengan tujuan yang orientasinya adalah motif

politik.

B. Konsep Jarimah Ta’zir

1. Definisi 7a’zir

Ta’zir berasal dari bentuk masdar yang berasal dari kata “azara’
berarti menolak, mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya,
menguatkan dan menolong, sedangkan menurut istilah adalah pencegahan
dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuanya dalam

had, kifarat maupun Qisas.>

Ta’zir menurut bahasa fikih islam adalah tindakan edukatif terhadap
perbuatan dosa yang tidak ada sanksi Aad dan kafarat atau dengan kata lain
ta’zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim
atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumanya
belum ada, mengingat persyaratan dilaksanakanya hukuman masih belum
terpenuhi oleh tindakan-tindakan tersebut.*

Ta’zir merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada

pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam figh jinayah. Ta’zir

3> Marsum, Figh Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UIL, 1991),139.
3% Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT Alma’arif, 2004), 159.
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merupakan hukuman ketiga setalah hukuman gisas-diyat dan hukuman
hudud. Makna dari fa’zir bisa diartikan sebagai mengagungkan dan
membantu, yang berasal dari kata tu’azziruhudalam firman Allah SWT.

£
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“supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-
Nya di waktu pagi dan petang.” (Q.S. Al-Fath ayat 9).

2. Dasar Hukum Pemberlakuan 72 ’zir
Dasar hukum disyariatkanya fa’zir terdapat dalam beberapa hadis
Nabi Saw dan tindakan-tindakan para sahabat. Hadis-hadis tersebut adalah
sebagai berikut :
Hadis pertama, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, dalam kitab

figh Al-Sunnah :

AL d')’b—) 25 Q&’mﬁ}‘\y@\u\obm\u&rgdﬁu;

“Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi
saw, menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR.
Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’i dan Baihaqi. Dishahihkan oleh
Hakim).?’

37 Al-Sayid Sabiq, Figh Al-Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), Jilid I1,497.
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selanjutnya hadis kedua dan ketiga yang mengutip adalah Muhammad
bin Isma’il Al-Kahlani, dalam kitab Subul Al-Salam, berikut bunyi hadis

tersebut :
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“Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah saw
bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali
didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.” (HR.
Muttafaq Alaih).*®
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“Dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw bersabda, “Ringkanlah hukuman bagi
orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan
mereka, kecuali dalam Jarimah-Jarimah hudud. (HR.Ahmad, Abu
Dawud, Al-Nasa’i dan Al-Baihaqi).
Dari ketiga hadis tersebut secara umum menjelaskan tentang
eksistensi ta zir dalam syariat Islam.
a. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan

seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk

memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan

¥ Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, Subul Al-Salam, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Bab Al-
Halabi, 1960),jilid IV,37.
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orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau
mengulangi perbuatan tindak pidana.

b. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman fa ’zir yang tidak boleh
lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakanya dengan jarimah
hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang
termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta’zir. Menurut
al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud
adalah zina, gadzf, murtad, minum khamr, pemberontakan, pencurian dan
hirabah. Adapun jarimah gqisas-diyat terdiri atas pembunuhan dan
penganiayaan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut, termasuk jarimah
ta’zir meskipun ada juga beberapa jarimah yang dipersilihkan oleh para
fuqaha seperti liwath, homoseksual atau lesbian.

c. Hadis yang ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta ’zir
yang bisa jadi berbeda-beda penerapanya, berdasarkan status pelaku dan
hal lainya.

Tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukuman untuk jarimah
dan hukuman fa’zir antara lain tindakan Sayyidina Umar Ibn Khattab yang
sedang melihat orang menelentangkan seekor kambing kemudian dia
mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti

dan ia berkata: “asah dulu pisau itu”.*’

3% Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 182-185.
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3. Macam — macam 72 ’zir
a) Dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah ta’zir dibagi menjadi dua
bagian® :

1) Jarimah ta’ziryang menyinggung hak Allah.

2) Jarimah ta’ziryang menyinggung individu.

b) Ditinjau dari segi dasar penetapanya (dasar hukum). Jarimah ta’zir dibagi
menjadi tiga bagian, yakni :

1) Jarimah ta’ziryang berasal dari jarimahhudud dan gisas tetapi syarat-
syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat seperti pencurian yang
tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.

2) Jarimah ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara’ tetapi
hukumanya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi
takaran dan timbangan.

3) Jarimah ta’zir yang dari segi jenis maupun sanksinya belum

ditentukan oleh syara’.

Menurut Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta’zir secara rinci dibagi

menjadi beberapa bagian, yaitu :

a) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan.

b) Jarimah ta’ziryang berkaitan dengan pelukaan.

40Marsum, Jarimah Ta’zir Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam, (Y ogyakarta:Fakultas Hukum
UII, 1988). 34.
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¢) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan
kerusakan akhlak.

d) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta.

e) Jarimah ta’ziryang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

f) Jarimah ta’ziryang berkaitan dengan keamanan umum.*!

4. Macam — macam hukuman #a zir
Dalam ketentuan hukum pidana Islam, hukuman fa ’zir dibagi menjadi
beberapa bagian, namun secara garis besar hukuman ta zir dikelompokkan
menjadi empat kelompok :
a. Hukuman fa’ziryang mengenai badan, seperti:
1) Hukuman mati
Sebagaian besar para fugaha memberikan pengecualian dari
aturan umum yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati
sebagai hukuman ta’zir ketika kemaslahatan umum menghendaki
demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa
ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan
hukuman mati kepada mata-mata, penyebar bid’ah (pembuat fitnah)

dan residivis yang berbahaya.

*1' Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ..255.
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Para fuqaha telah berijtihad dalam menentukan tindak pidana
tersebut. Mereka menetapkan bahwa hukuman mati tidak boleh
dijatuhkan kecuali apabila harus diterapkannya demikian, yakni
ketika pelaku terus mengulangi tindak pidananya dan tidak ada
harapan untuk memperbaikinya atau bila membunuhnya adalah suatu
kebutuhan untuk mencegah kerusakan dan memelihara kemaslahatan
masyarakat darinya.*

Ulama Hanafiyah secara umum membolehkan hukuman mati
sebagai fa’zir dengan menamakan hukuman ini sebagai hukuman
politik (siyasah). Sebagian Ulama Hanabilah, khususnya Ibnu
Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim, dan sebagian kecil ulama
Malikiyah, menyetujui pendapat ini, kebanyakan tindak pidana yang
diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah untuk dijatuhi hukuman mati,
baik sebagai hukuman ¢a’zir maupun hukuman politik, oleh ulama
madzhab yang lain dianggap sebagai hukuman hudud atau gishash.
Karena itu, apa yang dianggap sebagai suatu kelonggaran dalam
madzhab Hanafi, itu tidak lain merupakan kelonggarann yang jelas.
Misalnya, Ulama’ Hanafiyah memperbolehkan penjatuhan hukuman
mati sebagai hukuman ¢a’zir terhadap tindak pidana pembunuhan dan

tindak pidana homo seksual.

2 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam. ... 249.
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2) Hukuman Dera (jild)

Hukuman dera merupakan salah satu hukuman pokok dalam
hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk
tindak pidana hudud dan #a’ziz Hukuman ini bahkan merupakan
hukuman yang diutamakan bagi tindak pidana ¢a ’zir yang berbahaya.
Dalam hukuman dera terdapat batas tertinggi dan batas terendah,
hakim bisa menentukanya sesuai dengan tindak pidana dan perilaku
pelaku.

Batas maksimal hukuman ta’zir dera (jild) ditentukan oleh
penguasa berdasarkan tindak pidana yang dilakukan sehingga bisa
melakukan ijtihad. Berdasarkan hal tersebut Imam Malik
membolehkan penjatuhan hukuman dera tidak lebih dari seratus kali.
Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat batas tertinggi
hukuman dera dalam ta’zir adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu
Yusuf sebanyak 75 kali*® Dari beberapa pendapat tersebut
berdasarkan hadis Nabi SAW, yaitu :

“barang siapa mencapai hukuman hudud, ia termasuk orang-
orang yang melampaui batas”

b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti :

1) Hukuman penjara

® A. Djazuli, Figh Jinayah... , 196.
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Dalam hukum Islam hukuman penjara dibagi menjadi dua :

a) Hukuman penjara terbatas, berlaku untuk pidana fa’zir biasa dan
tindak pidana ringan. Batas terendah hukuman ini adalah selama
satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan para
fugaha. Sebagian ulama menyebutkan batas tertinggi tidak lebih
dari enam bulan, sebagian lain berpendapat diserahkan kepada
penguasa.

b) Hukuman penjara tidak terbatas, berlaku untuk orang yang
berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana
(mu’tadul irjam), orang yang biasa melakukan tindak pidana
pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian atau orang yang tindak
pidanya tidak dicegah dengan hukuman biasa, terhukum terus
sampai menampakkan tibat dan baik pribadinya atau sampai mati.

2) pengasingan.

Hukuman pengasingan merupakan jenis hukuman ta’zr,
apabila perbuatan pelaku selain jarimah zina dapat merugikan orang
lain, dan hukuman pengasingan ini tidak boleh diperpanjang
waktunya, sebab tidak ada nas yang menerangkan batas maksimal.
Akan tetapi ketika penjatuhkan sanksi pengasingan bagi pezina (laki-
laki dan perempuan) yang statusnya ghairu muhshan, syara’

menentukan selama satu tahun lamanya. Pengasingan hanya berlaku
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dalam batas Daulah Islamiyyah. Jadi, tidak boleh dilakukan diluar
batas daulah Islamiyah. Apabila sampai terjadi berarti keluar dari
negeri Islam menjadi kufur.
c. Hukuman fa’zir yang berkaitan dengan harta seperti denda,
penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
d. Hukuman-hukuma lain yang ditentukan oleh u/i/ amri demi kemaslahatan
umum. Hukuman — hukuman tersebut adalah sebagai berikut :
a) Peringatan keras
b) Dihadirkan dihadapan sidang
¢) Nasihat
d) Celaan
e) Pengucilan
f) Pemecatan
g) Pengumuman kesalahan secara terbuka
C. Penggelapan menurut Figh Jinayah
1. Definisi Penggelapan dalam Figh Jinayah
Penggelapan dalam istilah ilmu figh, diartikan sebagai penentangan
kepercayaan (djahidu wadi’ah, djahidu ‘ariyah).” Djahidu wadi’ah adalah

mengingkari barang yang dititipkanya. Djahidu ‘ariyah adalah mengingkari

* Haliman, Hukuman Pidana Sjari’at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah, (Jakarta: Bulan
Bintang,1970),440.
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barang yang dipinjamnya. Dalam hukum Islam, suatu perbuatan baru
dianggap sebagi tindak pidana (jarimah) apabila unsur-unsur telah terpenuhi.
Dalam Figh Jinayah penggelapan juga disebut dengan a/-ghulul, al-

ghulul dijelaskan pada QS. Al-Imran ayat 161:
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“tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan
perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang
itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang
dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan
tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang
mereka tidak dianiaya.”

Kemudian dalam hadits HR.Abu Dawud menceritakan adanya
seorang budak yang bernama Mid’am atau Kirkirah menggelapkan mantel. Ia
adalah budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah, beliau mengutusnya
untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang ketika membawakan
sejumlah harta rampasan perang ketika sampai di Wad Al-Qura, tiba-tiba
lehernya terkena anak panah dan tewas ditempat. Para sahabat mendoakan
jenazah tersebut namun Rasulullah berujar “ Tidak, ia tidak akan masuk
surga’.

Rasulullah juga tidak berkenan menshalatkan sahabatnya yang

meninggal ketika penaklukan khaibar, karena sahabat tersebut telah
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menggelapkan harta rampasan perang dijalan Allah. Sehubungan dengan
kisah tersebut menurut Imam Al-Nawawi mengatakan bahwa orang baik
tidka perlu menshalatkan orang yang fasik agar menjadi pelajaran dan

mencegah orang agar tidka meniru menjadi fasik.*’

2. Unsur-unsur Penggelapan dalam Hukum PIdana Islam
Menurut Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi
Muslich yang menyebutkan unsur-unsur jarimah ada tiga, sebagai berikut,

Unsur Formal

(& I o5 ), Unsur Materiil (> W Sy, Unsur Moril (35Y) oS™ ).

Sedangkan unsur- unsur penggelapan dalam hukum Islam adalah
sebagai berikut :
a. Perbuatan memakan harta secara bathil dengan berkhianat dan melanggar
hukum Allah
b. Perbuatan mengambil harta tidak dengan diam-diam.

c. Barang yang digelapkan adalah milik orang lain.

* Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah,... 190-192
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3. Dasar Hukum Larangan Penggelapan

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat islam, sangat menentang dan
mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan. Walaupun al-
Qur’an tidak menyebutkan secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan,
Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang
lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang
banyak. Diantara ayat-ayat al-Qur’an yang mencegah, melarang perbuatan-
perbuatan tersebut, yakni :

QS. Al-Baqarah : 188

5o Gp LAt BT )T 1,055 il o 5T 58

- £
G |

N ,{,E/ 7 @
) O)-A-l’-’,w-’b,/u?l:g q»l.;.l\ &Jﬁ-‘

S —

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)
dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 30
s - g7 - TRV BTN T N S WP S D
@M@\J&ﬂ';ol&j s 5\,).\23;)}“& Leddss b'ju\.)‘;é,zqud.!.b.go.aj

“dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya,
Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang
demikian itu adalah mudah bagi Allah.”

Dasar hukum lainya juga terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1:
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqad*® itu Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya.”

Pada penggelapan harta terdapat dalil khusus, yang terdapat dalam

Surat Al-Anfal ayat 58 :

“dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu
golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan
cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
berkhianat.”

Dengan demikian beberapa dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar
hukuman bagi pelaku tindak penggelapan dalam hukum Islam. Selain dari
ayat-ayat al-Qur’an, selanjutnya juga terdapat hadis-hadis yang mengatur
larangan terjadinya penggelapan :

a. Hadis dari Jabir
R R o L e

* Qad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh
manusia dalam pergaulan sesamanya.
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“Tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat) muntahib
(penyerobot), dan mukhtalis (menggelapkan barang)”.(H.R. Ahmad,
Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnumajah; al- Muntaqa
11:723 ).

b. Hadis Aisyah
b b oAy ¢ W i Be g 52 8l ST e JU Al ey
e A e o o (o) IS 05dSS o e Ll Lelal5 B ey wlady
e Ui g o o B & g 5o dilsgds e e (3 it ALY Bl
(s Uly ogalad Camall v B 1515msS” 5 il v G 131w b WSS O
Aﬁ\waﬁﬁg\%dﬁ}u%wmww\éa\fjjo@w

(Slig s

“Dari Aisyah, ia berkata Seorang perempuan Makhzumiyah pernah
meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi Saw
diperintahkan supaya perempuan dipotong tangannya. Lalu keluarganya
menemui Usamah ibn Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun
berbicara dengan Nabi Saw tentang kasus perempuan tersebut. Jawab
Nabi Saw kepada Usamah, “Hai Usamah, aku tidak memandangmu bias
memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari
hukuman-hukuman Allah. Kemudian Nabi Saw berdiri menyampaikan
pesanya, seraya bersabda, “Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu itu
pernah hancur, lantaran apabila dikalangan mereka itu ada seseorang
terhomat yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi kalau kebetulan
yang mencuri itu dari kalangan orang yang lemah, maka mereka potong
tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaanya, sungguh jika
Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan aku potong
tanganya”. Begitulah, lalu Nabi Saw memotong tangan Makhzumiyah
itu. (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai).”™*’

7 Faishol, Nailul Uthar VI, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1986). 61-62.
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D. Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP
1. Definisi Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana baru yang
berdiri sendiri, yang berasal dari hukum Jerman. Di dalam Undang-Undang
mereka, penggelapan disebut dengan unsterlagung atau verdeuisering. Istilah
penggelapan berasal dari bahasa jerman “verduistering” yang diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia. Dalam sejarah hukum jerman lama, orang yang
membuat perbedaan antara pencurian, dengan penguasaan terhadap benda
yang memang sudah dipercayakan. Dari penjelasan tersebut orang Jerman
telah memasukan ke dalam undang-undang mereka yang disebut dengan
“verduistering” atau penggelapan sebagai tindak pidana yanng berdiri sendiri
di samping tindak pidana pencurian.*®

Penggelapan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana pasal 372 diartikan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi
yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena
penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana
denda paling banyak sembilan ratus rupaih™’

Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pasal 372-377. Juga bisa diartikan penggelapan adalah seseorang yang tanpa

disetujui oleh pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya

48 Laminating, Delik Delik Khusus, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 105.
YR, Soesilo, Pasal 372 KUHP, (Bogor: Politeia, 1991)
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ataupun kepada orang lain.”® Penggelapan itu merupakan perbuatan pidana
yang dirumuskan secara formil atau apa yang disebut delict formel
omschrijving, di mana yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah
suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah penyalahgunaan kepercayaan. Dari
definisi tersebut dapat diketahui unsur — unsur tindak pidana penggelapan
yaitu sebagai berikut’" :

a. Unsur “barang siapa” menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana
pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan
perbuatanya baik jasmani maupun rohani.

b. Unsur “dengan sengaja” (opzetlijk), bahwa kesengajaan yang dimaksud
haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini.

c. Unsur “memiliki secara melawan hukum (Zich Wederrechtelijk
Toeeigenen), yakni menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari
perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor
Strijd Met datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam
pergaulan masyarakat.

d. Unsur “suatu benda” (eeinig goed) yaitu bahwa perbuatan menguasai
bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditunjukkan kepada
“benda-benda yang berwujud dan bergerak”. Menurut Wirjino

Projodikoro dengan adanya perbuatan pidana penggelapan maka akan

** Ahmad Wardi Muslich, pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah, 27-28.
31 Laminating, Delik Delik Khusus,..108.
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merugikan kekayaan si korban. Maka barang yang digelapkan harus
berharga. Yang dimaksud berharga disini ialah tidak harus selalu bersifat
ekonomis.

e. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, yaitu tidak
setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari
kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi
syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.

f. Unsur “yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” adalah
sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah
selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-

menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya.

Penggelapan merupakan suatu kejahatan yang hampir mirip dengan
pencurian dalam pasal 362 KUHP, bedanya ialah bahwa pada pencurian
barang yang dimiliki itu masih belum berada dalam tangan pencuri dan masih
harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu memilikinya barang itu

sudah ada di tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

. Pembagian Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP dibagi menjadi empat macam, diantaranya :
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a. Penggelapan biasa yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang-
orang biasa (bukan pegawai negeri). Penggelapan ini tercantum pada
pasal 372 KUHP.

b. Penggelapan ringan yaitu penggelapan biasa (pasal 372 KUHP) jika
barang yang digelapkan itu bukan dan barang yang harganya tidak
lebih dari Rp.250,-. Penggelapan ini dimuat pada pasal 373 KUHP.

c. Penggelapan dengan pemberatan (pasal 374 KUHP) yaitu suatu
penggelapan yang dilakukan karena :

1) Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena
hubungan kerja (personlikjke dienstbetrekking), misalnya
hubungan majikan dan pembantu rumah tangga.

2) Terdakwa menyimpan barang itu karna jabatanya tetapi bukan
pegawai negeri, misalnya tukang masak menggelapkan alat
masaknya.

3) Karena mendapat upah uang (ukan upah yang berupa barang lain),
misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang lain dengan
mendapatkan upah, barang itu lalu digelapkan.

d. Penggelapan berat yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang
karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, (mislanya ada
bencana alam gempa bumi, orang terpaksa menitipkan barang-

barangnya kepada orang lain kemudian orang yang menyimpanya
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digelapkan), dan penggelapan oleh wali, koruptor, orang yang
menjalankan wasiat, pengurus balai derma terhadap suatu barang

yang ada dalam tanganya karena jabatan itu.

Apabila yang melakukan penggelapan adalah pegawai negeri, maka
sebelum menggunakan pasal-pasal tentang penggelapan (372, 373,374, dan
375 kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tersebut diatas harus meninjau
dahulu pasal penggelapan yang di khususkan bagi pegawai negeri, oleh
karena itu bagi mereka dikenakan ancaman khusus yaitu terdapat dalam pasal

415 dan 417 KUHP yang mengancam bagi negeri yang melakukan:

a. Menggelapkan uang atau surat berharga uang yang disimpan karena
jabatanya (pasal 415 KUHP), misalnya seorang bendahara negara
menggelapkan uang negara.

b. Menggelapkan barang-barang bukti atau keterangan-keterangan yang
dipakai untuk kekuasaan yang berhak, atau surat akta, surat keterangan
atau daftar yang disimpan karena jabatanya (pasal 417 KUHP), misalnya
seorang jaksa menggelapkan barang-barang perhiasan bukti suatu perkara

yang disimpan karena jabatanya.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim harus memiliki kecermatan,

ketelitian, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan memahami akan setiap hal yag
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telah terungkap dalam persidangan sehingga perbuatan yang didakwakan

kepada terdakwa bisa dibuktikan dan tidak ada keragu-raguan.’

*? Laden Marpaung, Proses penanganan Perkara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 143.



BAB III

DESKRIPSI PERKARA TENTANG PENGGELAPAN
NOMOR PERKARA 15/Pid.Sus/2015/ PN.Pwr

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Purworejo

Dahulu Pengadilan negeri yang ada di Purworejo ada dua yaitu
pengadilan Negeri yang terletak di Purworejo dan pengadilan Negeri di
Kutoarjo, Pada masa Mr. Wirjono Prodjodikoro menjadi Ketua Pengadilan
Negeri Purworejo oleh beliau Pengadilan Negeri Kutoarjo dihapuskan dan
dimasukkan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo. Daerahnya
meliputi seluruh daerah tingkat II Purworejo, terdiri dari 16 (enam belas)
kecamatan, 496 (empat ratus sembilan puluh enam) desa, yang luas

seluruhnya 104.137.788 Ha yang terdiri dari tanah darat dan tanah sawah.>

B. Deskripsi Kasus tentang Penggelapan Sepeda Motor kredit Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr Putusan Pengadilan Negeri Purworejo

Bahwa terdakwa Rio Chandra Bin Nurani Bramantya, pada hari
jum’at tanggal 28 Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

bulan Februari 2014 bertempat di PT.ADIRA FINANCE Cabang Magelang

>3 Pn-purworejo. go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015/, diakses pada tanggal 29
Maret 2018

51
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Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan
oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas. Awalnya terdakwa
disuruh oleh Hari Ompong (DPO) untuk mengambil sepeda motor ke dealer
Honda secara kredit menggunakan atas nama terdakwa dan Hari Ompong
(DPO) menjanjikan memberikan imbalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta

dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa pun langsung menyetujuinya.”

Selanjutnya pada hari jum’at tanggal 28 Februari 2014 terdakwa
mengajukan aplikasi kredit atas nama terdakwa dengan kepemilikan 1 (satu)
unit sepeda motor Honda New Vario Techno F1 Noka:
MH1JFB127EK276762 Nosin: JFB1E2228873 warna hitam putih, untuk
proses survei dilakukan oleh Ade Kukilo (DPO), pembiayaan kredit sepeda
motor tersebut dibiayai oleh PT. ADIRA FINANCE dengan angsuran
perbulan yang dikenakan kepada terdakwa Rp. 530.000,- (lima ratus tiga
puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 47 (empat puluh tujuh) bulan
sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan selama dalam masa angsunran

kendaraan tersebut tidak boleh dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dari

> Direktori Putusan Mahkamah Agung No: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr
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pihak PT.ADIRA FINANCE dan telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor :W13-00192796.AH.05.01 TAHUN 2014 tertanggal 07 Maret 2014
antara terdakwa dengan pihak PT. ADIRA FINANCE.

Setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor sekitar akhir februari
2014, terdakwa dihubungi oleh Agung (DPO) yang merupakan suruhan Hari
Ompong (DPO) dan janjian untuk ketemu di Desa Kalisemo Kecamatan
Loano Purworejo, dan saat itu terdakwa mengoperalihkan sepeda motor
tersebut tanpa pemberitahuan secara resmi kepada pihak PT. ADIRA
FINANCE, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta
dua ratus ribu rupiah) dari Agung (DPO). Kemudian sekitar bulan mei 2014
pihak PT. ADIRA FINANCE mengetahui adanya penunggakan dari aplikasi
terdakwa hingga 6 (enam) bulan selanjutnya pihak PT.ADIRA FINANCE
melalui saksi M.Hafid Arbanta, SE sebagai Remedial Officer melakukan
pengecekan dengan datang kepada terdakwa, dan diketahui bahwa sepedanya
telah dialihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan maupun izin dari
pihak PT.ADIRA FINANCE, terdakwa berjanji akan membayar seluruh
tunggakan, namun terdakwa tidak memenuhi perjanjian sampai beberapa
bulan, karena merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa
PT. ADIRA FINANCE melaporkan kepada pihak kepolisian untuk diprose

lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa PT.ADIRA FINANCE mengalami
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kerugian sebesar Rp. 24.909.994,- (dua puluh empat juta sembilan ratus
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).>

Perbuatan terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan
dakwaan alternative yaitu dakwaan pertama, Perbuatan terdakwa dapat
dikenakan pasal 36 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yakni
tentang jaminan fidusia melihat bahwa sepeda motor yang dialihkan tanpa
izin oleh terdakwa adalah obyek perjanjian jaminan fidusia, yang berbunyi

“Pemberi fidusia®® yang mengalihkan, menggadaikan atau
menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahuludari penerima, dipidana dengan pidana pejara paling lama 2
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah)™’

Selanjutnya dakwaan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi

“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi
yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan dan diancam karena
penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana
dendan paling banyak sembilan ratus rupiah”.*®

Dengan dakwaan yang diberikan kepada terdakwa, dalam persidangan

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014

* Tbid.,

¢ Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang
pembayaranya dijamin dengan jaminan fidusia

> Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¥ R. Soesilo, Kitab undang-undang Hukum Pidana (K UHP), (Bogor: Politeia 1991). 259
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tanggal 07 Maret 2014, 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 338
tanggal 05 Maret 2014, dan 1 (satu) buah surat pernyataan atas nama Rio
Candra. Terlampir juga dalam berkas perkara menetapkan bahwa agar
terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu
rupiah).

Setelah mendengar dakwaan, terdakwa melakukan pembelaan/pledoi
atau permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa
mengakui perbuatanya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatanya
memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui
perbuatanya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya.

Setelah mendengar pembelaan yang dilakukan secara lisan oleh
terdakwa Penuntut Umum juga menghadirkan beberapa saksi untuk
mendengarkan keterangan dalam persidangan untuk menguatkan dakwaan
yang diajukan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut™ :

1. Saksi Marcellinus Awantoro, S.H.
Bahwa saksi adalah AR Head 34 yang menangani keterlambatan
angsuran wilayah Purworejo PT. ADIRA FINANCE. Saksi mengetahui
bahwa pada bulan mei 2014 terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit

sepeda motor Honda New Vario Techno melalui kredit di PT. ADIRA

% Direktori Putusan Mahkamah Agung No: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr
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FINANCE RO Purworejo tetapi pembayaran angsuran tidak lancar,
terdakwa terlambat membayar angsuran kredit selama 2 (dua) bulan
dimana terdakwa hanya membayar angsuran sekali pada bulan maret
2014 yaitu termasuk yang muka dan angsuran pertama dan oleh karena
itu proses collection berjalan. Kemudian pihak PT. ADIRA FINANCE
meminta terdakwa untuk menghadirkan sepeda motor, namun terdakwa
tidak sanggup menghadirkannya dengan alasan sepeda motor tersebut
sudah dialihkan penguasaanya kepada orang lain.

Setelah dilakukan penagihan berulangkali, terdakwa mengakui
bahwa namanya dipinjam oleh Adira oleh Ade Kulilo (DPO) selaku
Karyawan Adira sebagai debitur untuk mengajukan kredit, unit sepeda
motornya itu setelah dikirim ke terdakwa kemudian diserahkan lagi pada
orang lain dan terdakwa atas perbuatannya itu diberi uang sebesar
Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Saksi mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda New
Vario Techno telah diambil atas nama terdakwa dengan cara kredit
melalui Adira dengan dibebani Fidusia, sebagaimana tertuang dalam
Akta Jaminan Fidusia Nomor: 338 tanggal 05 Maret 2014 yang dibuat
oleh Notaris Retno Agustianingsih, SH., M.Kn dan telah didaftarkan oleh

PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Magelang dengan
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Kantor Cabang Pembantu Purworejo dengan No. W.13.00192796.05.01
tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014.

Saksi mengetahui hal itu setelah diberitahu saksi M. Hafid
Arbanta, SE yaitu Karyawan Adira bagian Penagihan (Remedial Officer),
dan hingga sekarang unit sepeda motor itu sebagai obyek jaminan fidusia
tidak ketemu, Ade Kukilo (DPO) dahulu adalah anak buah dari saksi,
saksi mengatakan atas perbuatan terdakwa, maka Adira mengalami
kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta
rupiah), saksi mengenali barang bukti di persidangan, dan terdakwa tidak
keberatan atas keterangan saksi.

Saksi M. Hafid Arbanta, S.E. Bin Much. Thausor

Saksi adalah karyawan PT.Adira Finance (Adira) sebagai
Remedial Officer, pada bulan Mei 2014 terdakwa telah mengambil 1
(satu) unit sepeda motor Honda New Vario Techno melalui kredit di PT.
Adira Finance RO Purworejo (Adira) tetapi pembayaran angsurannya
tidak Lancar, terdakwa terlambat membayar angsuran kredit selama 2
(dua) bulan di mana terdakwa hanya membayar angsuran sekali pada
bulan Maret 2014 yaitu termasuk uang muka dan angsuran pertama dan
oleh karena itu proses collection berjalan, kemudian Adira meminta
terdakwa menghadirkan unit sepeda motornya, tetapi terdakwa tidak

sanggup menghadirkannya dengan alasan sepeda motor tersebut sudah
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dialihkan penguasaannya kepada orang lain, pada bulan Mei 2014 saksi
mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penagihan dan terdakwa
menyatakan akan membayar tetapi akhirnya terdakwa mengakui jika
namanya dipinjam Adira oleh Ade Kulilo (DPO) selaku Karyawan Adira
sebagai debitur untuk mengajukan kredit, unit sepeda motornya itu
setelah dikirim ke terdakwa kemudian diserahkan lagi pada orang lain
yaitu Agung (DPO) beralamat di Butuh, Purworejo atas perintah dari
Hari Ompong (DPO) dan terdakwa atas perbuatannya itu diberi uang
sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Hari
Ompong (DPO).

Saksi mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda New
Vario Techno FI Tipe Scootermatic, No Ka : MH1JFB127EK276762, No
Sin : JFB1E2228873 telah diambil atas nama terdakwa dengan cara
kredit melalui Adira dengan dibebani Fidusia, sebagaimana tertuang
dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret 2014 yang
dibuat oleh Notaris Retno Agustianingsih,SH.,M.Kn dan telah
didaftarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang
Magelang dengan Kantor Cabang Pembantu Purworejo dengan Nomor :
W.13.00192796.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014, saksi kemudian

melaporkan kejadian ini kepada Adira, saksi mengenali barang bukti di
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persidangan, saksi mengenali barang bukti di persidangan, dan terdakwa
membenarkan yang diterangkan oleh saksi.
Saksi Retno Agustianningsih. SH., M.Kn Binti Sungkono Yusuf Isnandar
Saksi adalah seorang Notaris di Kabupaten Magelang, saksi
pernah membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret
2014 yang isinya tentang pendaftaran jaminan fidusia dengan perjanjian
pokok kredit atas nama terdakwa dengan PT. Adira Dinamika Multi
Finance, Tbk yang dikuasakan oleh Tuan Gatot Teguh Arifianto, dalam
pembuatan akta tersebut Tuan Gatot Teguh Arifianto datang sendiri
menghadap saksi tanggal 05 Maret 2014, akta jaminan fidusia itu telah
didaftarkan di Kemenkumham sehingga keluarlah Jaminan Fidusia
Nomor : W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014.
Menurut keterangan saksi bahwa obyek jaminan fidusia ini
adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda New Vario Techno FI Tipe
Scootermatic, No Ka : MH1JFB127EK276762, No Sin : JFB1E2228873,
fungsi jaminan fidusia ini adalah alat untuk eksekusi/mengambil jaminan
apabila terjadi ingkar janji terhadap perjanjian kredit, Bahwa sebelum
masa kredit berakhir seusai perjanjian kredit, obyek jaminan fidusia
masih milik Adira dan jika ingin mengalihkan, menggadaikan atau
menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus dilakukan

atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT.
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Adira Finance (Adira), saksi mengenali barang bukti di persidangan, dan
terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
Saksi Sugeng Prabowo bin Sugiyono

Saksi adalah teman bermain dari terdakwa, saksi mengetahui jika
pada bulan Maret 2014 terdakwa memiliki sebuah sepeda motor Honda
Vario masih baru dan belum ada plat nomornya. Setelah bertemu,
terdakwa menceritakan pada saksi jika sepeda motornya itu baru dibeli
dengan cara kredit dan hanya digunakan atas nama saja dengan mendapat
imbalan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi
menjelaskan pada suatu hari di bulan Maret 2014 kurang lebih pukul
13.00 WIB saksi disuruh terdakwa membawakan sepeda motor Honda
Vario itu ke daerah Sejiwan Loano untuk diserahkan kepada pemesan,
oleh karena terdakwa hanya dipinjam namanya saja dan saat itu terdakwa
mengikuti saksi dengan menggunakan mobil, tempatnya di sebelah utara
Pasar Sejiwan Loano sudah ditunggu 2 (dua) orang laki-laki, dan
terdakwa berunding dengan mereka sementara itu saksi di dalam mobil,
kemudian sepeda motor itu diturunkan dan dibawa pergi salah satu laki-
laki itu ke arah Purworejo, saksi mengenali barang bukti di persidangan,

dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi.
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C. Keterangan Terdakwa

Terdakwa bernama Rio Chandra bin Nurani Bramantya, terdakwa
telah mengalihkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda New
Vario Techno FI Tipe Scootermatic, No Ka : MH1JFB127EK276762, No Sin
: JFB1E2228873 pada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT.
Adira Finance (Adira), awalnya pada bulan Februari 2014, terdakwa yang
sedang di rumah didatangi Hari Ompong (DPO) dengan tujuan meminta
tolong terdakwa agar dipinjam namanya untuk ambil sepeda motor Honda
New Vario dengan cara kredit dan Hari Ompong (DPO) menjanjikan
imbalan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian Hari Ompong (DPO) yang menyiapkan persyaratannya dan
yang membayar uang muka serta angsuran pertamanya, 2 (dua) hari
kemudian Pihak Adira datang yakni Ade Kukilo (DPO) ke rumah terdakwa
untuk mensurvei, dan terdakwa hanya menandatangani dokumen-dokumen
pengajuan kredit yang diberikan Ade Kukilo (DPO) dan terdakwa sama
sekali tidak datang ke dealer Honda berkaitan pengajuan kredit tersebut,
kemudian sekitar bulan Februari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB menerima
sepeda motor Honda New Vario Techno tersebut, dan kemudian terdakwa
ditelepon Agung (DPO) yang tinggal di alamat Butuh, Purworejo yang
mengaku suruhan dari Hari Ompong (DPO) yang beralamat di Kutoarjo,

Purworejo untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa
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bersama dengan saksi Sugeng mengantarkan sepeda motor itu dan diserahkan
kepada Agung (DPO) di pinggir jalan dekat Pasar Sejiwan, Kec. Loano, Kab.
Purworejo dan pada saat itu terdakwa menerima uang imbalan sebesar
Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Ternyata kredit sepeda motor itu macet pembayaran angsurannya,
sehingga terdakwa didatangi pegawai Adira, dan terdakwa menjelaskan jika
dirinya hanya dipinjam nama oleh Hari Ompong (DPO) untuk membeli
sepeda motor tersebut melalui kredit oleh Adira, terdakwa tidak mengetahui
tentang jaminan fidusia terkait pembelian sepeda motor tersebut, terdakwa
sehari-hari kerja di Barata pencucian mobil dan terdakwa digaji sebesar
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa sebelumnya memang berteman
dengan Hari Ompong (DPO), Agung (DPO), terdakwa belum pernah

dihukum, terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.®’

Landasan Hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Purworejo

Dalam proses persidangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara
adalah dengan menggunakan landasan-landasan hukum yakni dengan
berlandaskan dakwaan-dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum, dalam

perkara ini, Penuntut Umum memberikan dakwaan alternative, yakni :

 1bid.,
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1. Dakwaan Pertama :
Terdakwa didakwa dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi
“pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari penerima, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.00,- (Ilima
puluh juta rupiah).”
2. Dakwaan kedua
Terdakwa didakwa dengan pasal 372 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, yang berbunyi
“pbarang siapa dengan snegaja dan melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebgaian adalah kepunyaan orang
lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam

karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau
pidana paling banyak sembilan ratus rupaih”

E. Pertimbangan Hukum yang di pakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Purworejo

Pada saat proses persidangan Penuntut umum mengajukan barang
bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:
W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014, 1 (satu) bundel
Akta Jaminan Fidusia Nomor: 338 tanggal 05 Maret 2014, dan 1 (satu) buah

Surat Pernyataan atas nama Rio Candra. Menimbang bahwa barang bukti
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tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan
sebagai barang bukti yang sah menurut hukum di Persidangan dan
mendukung proses pembuktian perkara ini. Untuk mempersingkat uraian,
maka keterangan-keterangan para saksi dan terdakwa serta semua yang
termuat dalam berita acara persidangan, dianggap secara lengkap menjadi
satu kesatuan dalam putusan ini bahwa dari hasil pemeriksaan di
persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta
dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahwa benar terdakwa telah
mengajukan kredit 1(satu) unit sepeda motor ke dealer PT.ADIRA
FINANCE dengan sistem kredit, namun proses pengangsuran macet dibulan
ke dua dan ke tiga dan selanjutnya, terdakwa tidak menerangkan yang
sebenarnya dan tidak meminta izin ke pihak PT.ADIRA FINANCE bahwa
sepeda motornya dialihkan ke orang lain. Akibat perbuatan terdakwa PT.
ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar 24.909.994,- (dua puluh
empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
empat). Dan terdakwa mengakuinya dan berjanji tidak akan mengulanginya
lagi. dimintai tolong oleh Hari Ompong (DPO) untuk mengajukan kredit
atas nama terdakwa dengan dijanjikan diebri imbalan uang sebesar

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



65

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, kini Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa telah memenuhi atau tidak
seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, serta
menimbnag bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntu
Umum berdasarkan surat dakwaan secara alternatif yang melanggar pasal 36
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau pasal
372 tentang penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa oleh akrena dakwaan Penuntut Umum disusun secara
alternatif, maka memberikan keleluasan Majelis Hakim untuk memilih salah
satu dakwaan yang mendekati fakta hukum yang terungkap di Persidangan
serta menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yang unsur- unsurnya
adalah sebagai berikut:

l. “Barang Siapa” bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap
orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan
ke depan persidangan, karena didakwa melakukan suatu perbuatan
pidana, menimbnag bahwa sesuai dengan surat dakwaan dari Jaksa
Penuntut Umum, maka yang diajukan ke persidangan dalah terdakwa Rio
Chandra bin Nurani Bramantya telah membenarkan identitas tersebut,

demikian pula terdakwa adalah subjek hukum yang setiap perbuatanya
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dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum, sehingga demikian unsur

“barang siapa’ ini telah terbukti;
. “dengan sengaja dan melawan hukum” berdasarkan barang bukti dan

keterangan-keterangan saksi maupun terdakwa yang telah diajukan di
persidangan, telah terbukti bahwa beradsarkan fakta hukum tersebut
jelasa bahwa perbuatan terdakwa yang mau namnaya dipinjam oleh Hari
Ompong (DPO) untuk kredit sepeda motor Honda New Vario dengan
janji imbalan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu
rupiah), yang kemudian terdakwa diserahkan kepada Agung (DPO) yang
mengaku suruhan Hari Ompong (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan
PT.ADIRA FINANCE dan merugikan sepengetahuan PT.ADIRA
FINANCE. Dengan demikian atasa perbuatan terdakwa telah terbukti
bahwa ditemukan adanya niat dan sikap bathin dalam diri terdakwa
dengan maksud agar terdakwa dapat memperoleh imbalan uang dan
menikmati uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, dan atas perrbuatan
terdakwa yang telah diterangkan yang telah mengalihkan sepeda motor
tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. ADIRA FINANCE maka
jelas hal itu selain bertentangan dengan Undang-Undang juga melanggar
kaidah hukum yang tidak tertulis seperti agama, kesusilaan, kepatutan
dan lain sebagainya. Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur

kedua pasal tersebut terpenuhi.
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3. “mengaaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaanya bukan karena kejahatan” berdasarkan fakta-fakta hukum
yang diperoleh dari barang bukti dan keterangan saki-saksi yang telah
diahadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan untuk menguatkan
dakwaan-dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, menimbang
bahwa apakah perbuatan terdawka dapat dikatakan perbuatan mengaku
sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang, bahwa
berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa dengan mendatangani
dokumenOdokumen pengajuan kredit sepeda motor Honda New Vario
Techno yang diajukan Ade Kukilo (DPO) atas namnya hingga terdawka
menerima sepeda motor itu, terdakwa tidak menerangkan kepada
PT.ADIRA FINANCE atas keadaan atau kondisi yang sebenarnya,
sehinggan perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori mengaku sebagai
pemilik atau pembeli dari sepeda motor Honda New Vario Techno
tersebut.

Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah sepeda motor
tersebut dalam kekuasaan terdakwa merupakan hasil kejahatan atau
bukan akan dipertimbangkan sebagai berikut: menimbang, bahwa sepeda

motor Honda New Vario Techno dalam kekuasaan terdakwa bukanlaj
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hasil kejahatan karena terdakwa menggunakan persyaratan dan telah
mendatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit ke Adira dan telah
disetujui hingga akhirnya sepeda motor diserahkan dari delaer ke
terdakwa. Mengenai janji imbalan vang dari hari Ompong (DPO) juga
berdasarkan fakta hukum belum dibayarkan diserahkan sepeda motor itu
dari dealer ke terdakwa dan baru dibayarkan imbalan tersebut setelah
terdakwa menyerahkan sepeda motor itu kepada Agung (DPO) di pasar
Sejiwan. Dengan demikan maka unsur yang ektiga pasal ini telah
terpenuhi.

Sehingga demikian dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah
terpenuhi unsur-unsurnya dan telah terbukti, berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendirian dan berpendapat,
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan, terdakwa
bersalah melaukan tindak pidana dakwaan kedua yakni melanggar pasal 372
KUHP tentang Penggelapan, oleh karena dakwaan kedua Jaksa Penuntut
Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka dakwaan Jaksa
Penuntut Umum selebihnya atau dakwaan yang pertama tidak perlu
dibuktikan dan dipertimbangkan lagi lebih lanjut. Karena selama
pemeriksaan di persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya faktor
yang mengahpuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan

pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang
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menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa
dianggap sebagi subjek hukum yang mampu bertanggungjawab sehingga
terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatnya atau terdakwa harus
dijatuhi pidana, serta karena terdakwa dalam hal ini ditahan, maka
berdasarkan pasal 33 KUHP, Majelis hakim berpendapat, bahwa lamanya
terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa menjalani hukumanya, majleis hakim
menetapkan terdakwa menjalani hukumanya, Majelis Hakim menetapkan
terdakwa tetap berada dalam tahanan. Serta menimbang bahwa mengenai
barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan ditentukan statusnya
dalam amar putusan bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka
berdasarkan pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dibebankan untuk
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyrakat, dalam
mempertimbangkan berat ringanya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula
sifat yang baik dan jahat dari etrdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan
dijatuhkan kepada terdakwa bukan semata-mata untuk penjeraan atau
pembalasan, namun harus mengandung pula unsur edukatif konstruktif dan

pencegahan (preventif), untuk itu sebelum menjatuhkan pidana, Majleis
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hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1.

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Perbuatan terdakwa merugikan PT. ADIRA FINANCE;

Hal-hal yang meringankan :

l.

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang
menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatanya.

Terdakwa belum pernah dihukum.

. Amar Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr tentang Tindak Pidana

Penggelapan Pengadilan Negeri Purworejo

1.

Menyatakan terdakwa Rio Chandra bin Nurani Bramantya telah terbukti
secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana
“penggelapan’;

Menyatukan pidana terhadap terdakwa oleh karene itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;

4. Menetapkan terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
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5. Menyatakan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) lembar  Sertifikat Jaminan  Fidusia = Nomor:
W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014;
b. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 338 tanggal 05 Maret
2014;
Dikembalikan kepada pihak PT.ADIRA FINANCE;
c. 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama Rio Candra.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebasar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupuah).

G. Isi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr tentang Tindak Pidana

Penggelapan Pengadilan Negeri Purworejo

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan diatas
menurut Majelis hakim pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa
sebagimana tersebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan kadar
kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyrakat mengingat
pasal 374 KUHP, Undang — Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
serta pasal-pasal lain dalam peraturan hukum yang bersangkutan. Dengan

berbagai pertimbangan hukum hakim diatas, maka hakim memutus perkara
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Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang penggelapan sepeda motor kredit,

dengan ini menyatakan :

MENGADILI
7. Menyatakan terdakwa Rio Chandra bin Nurani Bramantya telah terbukti
secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana
“penggelapan’;
8. Menyatukan pidana terhadap terdakwa oleh karene itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;
10. Menetapkan terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
11. Menyatakan barang bukti berupa:
d. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia  Nomor:
W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014;
e. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 338 tanggal 05 Maret
2014;
Dikembalikan kepada pihak PT.ADIRA FINANCE;
f. 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama Rio Candra.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
12. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebasar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah).



BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PURWOREJO NOMOR 15/PID.SUS/2015/PN.PWR
TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR
KREDIT

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri
Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang
dianggap sama dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362
KUHP. Namun, terdapat perbedaan yakni pada tindak pidana pencurian barang
yang dimiliki itu belum berada dalam kekuasaan atau ditangan pencuri dan
masih harus “diambilnya” terlebih dahulu, sedangkan dalam tindak pidana
penggelapan ketika waktu dimiliknya barang, kondisi barang sudah ada di tangan

pelaku atau si pelaku pembuat namun tidak dengan cara atau jalan kejahatan.

Dalam kasus penggelapan sepeda motor kredit yang telah dilakukan oleh
Rio Chandra bin Nurani Bramantya diancam oleh jaksa penuntut umum dengan
menggunakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan

fidusia atau pasal 372 KUHP. Dengan menggunakan dakwaan alternatif, maka

73
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memberikan keleluasan majelis hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang

mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Adapun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang menjadi

dasar dari pertimbangan hakim dalam memutus adalah sebagai berikut:

1.

“Barang Siapa” bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang
sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke depan
persidangan, karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, menimbang
bahwa sesuai dengan surat dakwaan dari aksa penuntut umum, maka yang
diajukan ke persidangan dalah terdakwa Rio Chandra bin Nurani Bramantya
telah membenarkan identitas tersebut, demikian pula terdakwa adalah subjek
hukum yang setiap perbuatanya dapat dipertanggungjawabkan dimuka

hukum, sehingga demikian unsur “barang siapa” ini telah terbukti;
“dengan sengaja dan melawan hukum” berdasarkan barang bukti dan

keterangan-keterangan saksi maupun terdakwa yang telah diajukan di
persidangan, telah terbukti bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas
bahwa perbuatan terdakwa yang mau namanya dipinjam oleh Hari Ompong
(DPO) untuk kredit sepeda motor Honda New Vario dengan janji imbalan
uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang
kemudian terdakwa diserahkan kepada Agung (DPO) yang mengaku suruhan
Hari Ompong (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan PT.ADIRA FINANCE

dan merugikan sepengetahuan PT.ADIRA FINANCE. Dengan demikian atas
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perbuatan terdakwa telah terbukti bahwa ditemukan adanya niat dan sikap
batin dalam diri terdakwa dengan maksud agar terdakwa dapat memperoleh
imbalan uang dan menikmati uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, dan
atas perrbuatan terdakwa yang telah diterangkan yang telah mengalihkan
sepeda motor tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. ADIRA
FINANCE, maka jelas hal itu selain bertentangan dengan Undang-Undang
juga melanggar kaidah hukum yang tidak tertulis seperti agama, kesusilaan,
kepatutan dan lain sebagainya. Menimbang, bahwa dengan demikian maka
unsur kedua pasal tersebut terpenuhi.

. “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya
bukan karena kejahatan” berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari
barang bukti dan keterangan saki-saksi yang telah diahadirkan oleh Penuntut
Umum dalam persidangan untuk menguatkan dakwaan-dakwaan yang
didakwakan kepada terdakwa, menimbang bahwa apakah perbuatan terdakwa
dapat dikatakan perbuatan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, akan dipertimbangkan
sebagai berikut. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa
terdakwa dengan mendatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit sepeda
motor Honda New Vario Techno yang diajukan Ade Kukilo (DPO) atas

namnya hingga terdakwa menerima sepeda motor itu, terdakwa tidak
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menerangkan kepada PT.ADIRA FINANCE atas keadaan atau kondisi yang
sebenarnya, sehinggan perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori
mengaku sebagai pemilik atau pembeli dari sepeda motor Honda New Vario
Techno tersebut.

Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah sepeda motor tersebut
dalam kekuasaan terdakwa merupakan hasil kejahatan atau bukan akan
dipertimbangkan sebagai berikut: menimbang, bahwa sepeda motor Honda
New Vario Techno dalam kekuasaan terdakwa bukanlah hasil kejahatan
karena terdakwa menggunakan persyaratan dan telah mendatangani
dokumen-dokumen pengajuan kredit ke Adira dan telah disetujui hingga
akhirnya sepeda motor diserahkan dari delaer ke terdakwa. Mengenai janji
imbalan uang dari hari Ompong (DPO) juga berdasarkan fakta hukum belum
dibayarkan diserahkan sepeda motor itu dari dealer ke terdakwa dan baru
dibayarkan imbalan tersebut setelah terdakwa menyerahkan sepeda motor itu
kepada Agung (DPO) di pasar Sejiwan. Dengan demikan maka unsur yang
ketiga pasal ini telah terpenuhi.

Dengan demikian dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah
terpenuhi unsur-unsurnya dan telah terbukti, berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendirian dan berpendapat,
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan, terdakwa

bersalah melaukan tindak pidana dakwaan kedua yakni melanggar pasal 372
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KUHP tentang Penggelapan, oleh karena dakwaan kedua jaksa penuntut
umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka dakwaan Jaksa
Penuntut Umum selebihnya atau dakwaan yang pertama tidak perlu
dibuktikan dan dipertimbangkan lagi lebih lanjut. Karena selama
pemeriksaan di persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya faktor
yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan
pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang
menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa
dianggap sebagi subjek hukum yang mampu bertanggungjawab sehingga
terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatanya atau terdakwa harus
dijatuhi pidana, serta karena terdakwa dalam hal ini ditahan, maka
berdasarkan pasal 33 KUHP, majelis hakim berpendapat, bahwa lamanya
terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa menjalani hukum, majelis hakim menetapkan
terdakwa tetap berada dalam tahanan. Serta menimbang bahwa mengenai
barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan ditentukan statusnya
dalam amar putusan bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka
berdasarkan pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dibebankan untuk

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.
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Selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyrakat, dalam
mempertimbangkan berat ringanya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula
sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan
dijatuhkan kepada terdakwa bukan semata-mata untuk penjeraan atau
pembalasan, namun harus mengandung pula unsur edukatif konstruktif dan
pencegahan (preventif), untuk itu sebelum menjatuhkan pidana, Majelis
hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Perbuatan terdakwa merugikan PT. ADIRA FINANCE;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang
menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatanya.

2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam unsur yang meringankan di atas merupakan salah satu
pertimbangan peringanan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam
memutus perkara. Pertimbangan ini merupakan pertimbangan subjektif

Hakim yang berimplikasi bahwa Hakim bebas menentukan hal-hal yang
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meringankan maupun memberatkan tersebut. seperti halnya dalam
persidangan harus bertingkahlaku sopan merupakan tata tertib persidangan
sehingga seluruh pihak, saksi, ahli dan pengunjung yang menghadiri sidang
harus berperilaku sopan, dengan artian apabila dalam persidangan tidak
berperilaku sopan maka hakim mempunyai wewenang untuk menilai bahwa
pihak tersebut merendahkan atau menghina proses persidangan, sebaliknya
apabila pihak tersebut telah menaati tata tertib persidangan maka hakim
mempunyai wewenang untuk mengapresiasi perilaku tersebut.

Dalam proses persidangan majelis hakim mempunyai kewenangan
untuk memeriksa unsur-unsur yang timbul di persidangan. Dengan kata lain
Hakim harus bersifat aktif dan teliti dalam melihat fakta hukum yang muncul
dalam persidangan meskipun unsur tersebut tidak dijadikan oleh jaksa
penuntut umum sebagai pertimbangannya untuk mengajuka suatu tuntutan,
sehingga putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak bertentangan
dengan keadilan masyarakat mengingat pasal 372 KUHP, yang tertuang
dalam amar putusan perkara nomor 15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr tentang
penggelapan sepeda motor kredit dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rio Chandra bin Nurani Bramantya telah terbukti
secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana

“penggelapan”;
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2. Menyatukan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) lembar  Sertifikat Jaminan Fidusia = Nomor:

W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014;

b. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 338 tanggal 05 Maret

2014;

Dikembalikan kepada pihak PT.ADIRA FINANCE;

c. 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama Rio Candra.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebasar
Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan lebih
memperhatikan kepada pertimbangan sosiologis yang mengacu pada
penjatuhan hukuman dengan menerapkan unsur edukatif (pembelajaran) atau
pendidikan, dengan kata lain hukuman tersebut tidak hanya bertujuan

memberikan efek jera namun juga memuat unsur pendidikan dengan maksud
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agar pelaku dapat menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak
benar dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun, dalam putusan tersebut berdasarkan barang bukti dengan
adanya 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:
W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014, 1 (satu) bundel
Akta Jaminan Fidusia Nomor: 338 tanggal 05 Maret 2014, 1 (satu) buah
Surat Pernyataan atas nama Rio Candra dan diperkuat dengan keterangan
saksi oleh notaris dan pegawai dealer PT. ADIRA FINANCE yang telah
dihadirkan dipersidangan maupun keterangan terdakwa, dalam hukum acara
pidana, Hakim juga dapat menggunakan undang-undang tentang jaminan
fidusia berdasarkan dengan adanya asas /lex spesialis derogat lex genaralis
yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHP tentang pembarengan tindak
pidana yang berbunyi:

“ jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum,
diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah
yang diterapkan”

Dalam kasus ini adalah tindak pidana penggelapan dengan unsur
mengalihkan tanpa izin pihak /easing (lembaga pembiayaan) dan yang telah
dialihkan adalah sepeda motor kredit juga menjadi obyek jaminan fidusia,
kita tidak bisa mengatakan bahwa perjanjian utang piutang dan perjanjian
kredit lebih penting dibandingkan dengan perjanjian jaminannya, karena pada

kenyataannya justru perjanjian jaminan memegang peranan yang menentukan
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dalam timbulnya perjanjian utang piutang bahkan dalam praktiknya
kesepakatan mengenai objek jaminan selalu muncul lebih dulu sebelum
persoalan utang piutangnya disepakati, sehingga seakan-akan yang terjadi
saat ini adalah perjanjian jaminanlah yang menentukan lahir atau tidkanya
perjanjian utang piutang karena tidak aka nada kreditor yang mau untuk
memberikan utang (kredit) kepada debitor yang tidak memiliki jaminan
memadai.

Dengan demikian, maka muncul Fidusia yang dilatarbelakangi oleh
keberadaan Undang-Undang (KUH Perdata) yang mengatur tentang gadai
dimana praktiknya menimbulkan banyak kesulitan dan tidak memiliki segi
kepraktisan dalam pelaksanaannya, hal ini diakibatkan oleh barang yang
menjadi objek jaminan harus diserahkan kepada pihak kreditor, sehingga jika
barang-barang tersebut berkaitan dengan sarana penghidupan misalnya
kendaraan yang sarana dalam dalam mencari nafkah, maka syarat penyerahan
objek jaminan secara nyata kepada pihak kreditor menimbulkan hambatan
besar bagi pihak debitur. Maka, lembaga fidusia yang bisa memberikan
jaminan kepada pihak kreditur tanpa perlu menyerahkan penguasaan barang
jaminan itu kepada pihak kreditor menjadi alternative yang cukup membantu
bagi masyarakat terutama kalangan masyarakat mengenai kebawah. Pemilik

barang tetap dapat mengusai dan mempergunakan barangnya namun ia
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diwajibkan untuk menyerahkan hak kepemilikan atas barang itu secara

constitutum possesorium kepada pihak kreditor.

Berdasarkan putusan di atas Majelis Hakim dapat memutuskan
perkara dengan dakwaan pertama yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum yakni pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
jaminna fidusia, melihat dari barang bukti, keterangan saksi, maupun
keterangan terdakwa perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang telah diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagai berikut:

1. “unsur pemberi fidusia” dalam hal ini yang menjadi pemberi fidusia
adalah terdakwa yang beranama Rio Chandra bin Nurani Bramantya dan
juga sebagai debitur, dibuktikan dengan adanya 1 (satu) lembar Sertifikat
jaminan Fidusia Nomor: W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07
Maret 2014;, 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 338 tanggal
05 Maret 2014;, 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama Rio Chandra.

2. “unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan” dalam hal ini
berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi maupun terdakwa Rio
Chandra bin Nurani Bramantya telah mengalihkan sepeda motor Honda
New Vario Techno F1 Noka: MHI1JFB127EK276762 Nosin:
JFB1E2228873 tanpa izin dari pihak PT.ADIRA FINANCE kepada Hari

Ompong (DPO) dengan imbalan diberi uang Rp. 1.200.000,- (satu juta
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dua ratus ribu rupiah) melalui Agung (DPO) yang merupakan suruhan
Hari Ompong (DPO).

3. “unsur benda yang menjadi objek jaminan fidusia” dalam hal ini yang
menjadi objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda
Vario Techno F1 Noka: MH1JFB127EK276762 Nosin: JFB1E2228873.
Yang atas nama Rio Chandra bin Nurani Bramantya.

4. “Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dengan
penerima fidusia” dalam hal ini terbukti ketika proses angsuran atau
pembayaran telah macet dan baru membayar satu kali yang sebagi uang
muka kredit. Pegawai PT.ADIRA FINANCE yang telah mendatangi
terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mneghadirkan sepeda motor
ternyata sepeda motor telah dialihkan kepada Hari Ompong (DPO)
malalui Agung yang merupakan orang suruhan Hari Ompong tanpa
persetujuan dan izin dari pihak lembaga pembiayaan yakni PT. ADIRA
FINANCE yang berpihak sebagai kreditur yang berhak menerima
pembayaran dan memiliki hak kepemilikan yang seutuhnya atas sepeda
motor yang telah dialihkan oleh terdakwa.

Selain mengacu pada unsur-unsur tersebut, dalam Jaminan Fidusia hak

kebendan memiliki asas Droit De Suite yaitu suatu hak yang selalu



86

mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada®', asas Droit
De Suite terkandung dalam pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan yang
berbunyi:

“hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan saipapun
objek tersebut berada”

Sedangkan dalam lembaga jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam
pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia
menyebutkan:

“jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan
fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas
benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”

Maka ketika terdapat peralihan tanpa adanya persetujuan dari
pemegang jaminan fidusia merupakan suatu tindak pidana, dan diatur dalam
pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Seperti halnya kasus yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo

Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang penggelapan sepeda motor kredit

Secara yuridis formil, dalam mempertimbangkan putusan Hakim
dapat memilih dakwaan pasal 372 KUHP tentang penggelapan ketika niat
terdakwa untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga
yakni Hari Ompong (DPO) setelah akad kredit terjadi, bukan sebelum

ditanda tangani akad kredit, karena niat batin (mens rea) menjadi kunci

' D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan,
Pendaftaran, dan Eksekusi), (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), 112-113
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utama dalam menentukan (fempus delicti) sehingga titik berat pertimbangan
bukan hanya diarahkan pada saat sepeda motor yang menjadi objek jaminan
fidusia dialihkan kepada pihak ketiga (acfus reus) namun ketika saat niat

jahat itu pertama kali diketahui.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim terhadap
Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Kredit dalam Putusan Pengadilan
Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr.

Selanjutnya akan menganilisis tindak pidana penggelapan sepeda motor
kredit dalam hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan
telah dianggap tindak pidana, apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsurnya
terdapat dua yakni unsur umum dan unsur khusus. Menurut Abdul Qadir Audah
seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa unsur-unsur

umum untuk jarimah ada tiga macamnya seperti halnya yang penulis jelaskan di

bab 2 (dua), yang pertama unsur formal (.s,2Jl :SJ))y yaitu adanya nas atau

ketentuan yang melarang perbuatan dengan hukuman. Keduva, unsur materiil

(s3W Sy yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa

perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Ketiga, unsur

moril (us¥ S ) yaitu bahwa mukallaf yakni orang yang yang dapat dimintai

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.
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Berdasarkan  kasus  yang  dibahas  yakni  putusan  nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang penggelapan sepeda motor kredit, dapat
dikatakan sebagai jarimah penggelapan dalam hukum pidana Islam dan
pelakunya dapat dikenakan hukuman, apabila memenuhi unsur-unsur jarimah
diatas. Untuk itu akan diuraikan satu persatu unsur-unsur jarimah tersebut, yaitu:
1. Adanya nas atau ketentuan yang melarang perbuatan dengan hukuman.

Rio Chandara bin Nyrani Bramantya, pada hari Jum’at tanggal 28
februari atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2014 bertempat di
PT.ADIRA FINANCE cabang Magelang kabupaten Purworejo atau setidak-
tidaknya pada suau tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri
Purworejo. Terdakwa sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu
barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi
yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut
dilakukan dengan cara melakukan pengajuan kredit 1 (satu) unit sepeda
motor Honda New Vario Techno F1 Noka: MHIJFB127EK276762 Nosin:
JFB1E2228873 warna hitam putih, dan dilakukan survey oleh Ade Kukilo
(DPO) dan pembiayaan kredit kepemilikan sepeda motor tersebut dibiayai
oleh PT.ADIRA FINANCE dengan angsuran perbulan Rp.530.000,- (lima
ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 47 (empat puluh tujuh)
bulan. Berdasarkan surat perjanjian pembiayaan nomor: 040714101613

tertanggal 28 Februari 2014 disebutkan bahwa dalam masa angsuran
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kendaraan tersebut tidak boleh dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dari
pihak PT. ADIRA FINANCE dan telah dibuatkan sertifikat jaminan fidusia.
Namun, setelah itu sepeda motor tersebut dialihkan kepada Hari Ompong
(DPO) sesuai dengan perjanjian antara terdakwa dengan Hari Ompong (DPO)
sebelum pengajuan kredit, Rio Chandra bin Nurani Bramantya akan diberi
uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sepeda
dialihkan melalui Agung (DPO) yang merupakan orang suruhan Hari
Ompong (DPO) tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak pembiayaan yakni
PT.ADIRA FINANCE. Atas perbuatan terdakwa pihak pembiayaan PT.
ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp.24.909.994,- (dua puluh
empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan).

Karena terdakwa telah mengalihkan sepeda motor kepada hari
Ompong (DPO) tanpa izin atau sepengetahuan pihak pembiayaan PT.
ADIRA FINANCE maka terdakwa telah memiliki barang tersebut melawan
hukum atau memiliki harta orang lain secara tidak benar dan merugikan
orang lain. Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan memiliki harta
lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang
banyak. Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang mencegah dan melarang
perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

a. QS. al-Baqarah: 188
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“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan
berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”®

b. Qs. an-Nisa’: 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu;*>  Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.”®*

Selanjutnya ditegaskan dalam surat an- Nisa ayat 30 :

P - -~ T _ - P z - >
{;/_—_\\ﬁ ] - =L PR ,:‘/.,/. /./.‘,5} AL -
sgjwéb\&;,\ééul&) ‘beﬁ%’ﬂddﬁwﬁb)”&iJMCﬁﬁ
“dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya,
Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang

demikian itu adalah mudah bagi Allah.”®

%2 Departemen Agama Republik Indonesia, a/-Qur’an dan Terjemahanya, (Semarang: CV. Toha Putra,
1989), 46

63 Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh
orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

% Departemen Agama Republik Indonesia, a/-Qur’an dan Terjemahanya,, 122

5 1bid.,
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Ayat-ayat diatas, merupakan ketentuan nas atau ketentuan yang
melarang perbuatan mengambil harta orang lain secara bathil dengan
hukuman, diantara perbuatan tersebut adalah perbuatan penggelapan yang
diperiksa di kekuasaan Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor putusan
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr. terdakwa dalam putusan tersebut adalah Rio
Chandra bin Nurani Bramantya. Hukuman untuk seorang yang meggunakan
harta secara tidak sah dengan melanggar hak sesuai ayat diatas adalah
hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan
dengan kejahatanya. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Purworejo
Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr telah memenuhi unsur jarimah pertama.

Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata

(positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

Dalam  putusan  Pengadilan = Negeri  Purworejo = Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr terdakwa Rio Chandra bin Nurani Bramantya telah
mengakui perbuatanya. Di persidangan telah diperiksa diri terdakwa yang
menerangkan pada pokoknya sebagi berikut:

a. Terdakwa telah disuruh Hari Ompong (DPO) untuk mengajukan kredit
sepeda motor atas nama terdakwa dengan dijanjikan uang sebasar Rp.

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
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b. Terdakwa benar telah melakukan pengajuan kredit 1 (satu) unit Honda
New Vario Techno ke dealer dan lembaga pembiyaanya adalah
PT.ADIRA FINANCE.

c. Terdakwa telah melakukan pengalihan sepda motor Honda New Vario
Techno kepada Hari Ompong (DPO) melalui Agung (DPO) orang suruhan
Hari Ompong (DPO) tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT.ADIRA
FINANCE.

d. Terdaka tidak membayar angsuran pada bulan selanjutnya dan
menunggak selama 2 (dua) bulan.

Selanjutnya PT. ADIRA FINANCE selaku lembaga pembiayaan
melakukan pengecakan atas laporan dari M.Hafid Arbanta, SE yaitu
karyawan PT.ADIRA FINANCE selaku bagian penagihan dengan
mendatangi terdakwa, ketika terdakwa disuruh menghadirkan sepeda motor,
terdakwa mengaku bahwa sepeda motor telah dialihkan kepada orang lain
dan menunggak beberapa bulan untuk angsuran perbulanya, akhirnya pihak
pembiayaan PT.ADIRA FINANCE melaporkan ke pihak yang berwajib.
Akibat perbuatan terdakwa PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian
sebesar Rp.24.909.994,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh empat).

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi diatas, dapat disimpulkan

bahwa terdakwa telah melakukan tidak pidana penggelapan atau jarimah dan
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perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Dengan demikian, Putusan
Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr telah
memenuhi unsur jarimah kedua.

3. Pelaku adalah mukallaf yakni orang yang dapat dimintai orang yang
pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Pelaku tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo
Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr adalah Rio Chandra bin Nurani Bramantya.
Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan penggelapan. Terdakwa juga
membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam dakwaan jaksa
penuntut umum. Selain itu terdakwa juga mengakui perbuatan sesuai dengan
dakwaan jaksa penuntut umum. Selama pemeriksaan putusan tersebut, tidak
dapat adanya alasan-alasan memaafkan maupun alasan-alasan pembenar yang
dapat menghapuskan kesalahan, atau pertanggungjawaban pidana terhadap

terdakwa.

Maka, terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan
perbuatanya. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Purworejo
Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr telah memenuhi unsur jarimah ketiga.

Dari uraian di atas menurut penulis, Tindak Pidana penggelapan nomor:
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr. tindakan terdakwa Rio Chandra bin Nurani
Bramantya dalam Hukum Pidana Islam telah memenuhi unsur-unsur sebagai

tindak pidana (jarimah). Tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit dalam
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hukum Pidana Islam termasuk jarimah ta’zir, karena jarimah penggelapan tidak
termasuk dalam jarimah hudud maupun jarimah gisas-diyat. Sanksi hukuman
untuk jarimah penggelapan dalam Hukum Pidana Islam adalah hukuman ta ’zir.
Hukuman ta’zir jenisnya beragam secara garis besar dikelompokkan menjadi
empat : pertama, hukuman yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan
hukuman jilid (dera). Kedua, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan
seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. Ketiga hukuman ¢a’zir
yang berkiatan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan
penghancuran barang. Keempat, hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh
ulil amri demi kemaslahatan umum.®

Selain hukuman diatas menurut Dzajuli seperti yang dikutip oleh
Achmad Wardi Muslich terdapat hukuman-hukuman ta’zir yang lain, yaitu :
peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan,
pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.’’ Sedangkan inti dari
jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat. Maksiat adalah meninggalkan
perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan
(dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban yaitu
menghianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak
yatim, hasil waqaf, dan lain-lain. Sebagai contoh perbuatan yang dilarang,

seperti sumpah palsu, penipuan dalam hal jual beli, melakukan riba, melindungi

% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.. 251
% Ibid., 268
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dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang
diharamkan.

Terdapat hadis yang menguatkan larangan terhadap tindak pidana

penggelapan dan sekaligus menjelaskan hukumanya. Yaitu hadis yang

diriwayatkan oleh Jabir yang berbunyi:

fd\ij\@)).dé&j%ﬂﬁ\bj&ﬂidufﬁﬂfﬁb’f
(s

“tidak ada hukuman potong tangan pada khain (penghianatan),
muntahin (penyerobot) dan mukhtalis (menggelapkan barang)” (H.R
Ahmad Daud, An-Nasa’i, At-Turmudzin dan Ibnu majah: al-Muntaqa
11:273).

Dari hadis diatas, menjelaskan bahwa terhadap penghianat,
penyerobot barang dan orang yang menggelapkan barang, tidak dapat
dipotong tangannya. Menurut golongan Syafi’iyah, Hanafiyah dan Al itrah,
seperti yang dikutip Hasbi Ash-Shidsiqy. Berpendapat bahwa terhadap
mereka yang berkhianat terhadap amanah, menyerobot dan menggelapkan
harta orang, tidak dapat dipotong tangan.®®

Menurut Hasbi Ash-Shidsiqy, orang yang menginginkan telah
meminjam suatu barang dipotong tanganya. Sedangkan menurut Ahmad dan

Ishaq yang dikutip Haliman, terhadap delik penggelapan ini berlaku

ketentuan hukuman had pemotongan tangan. Tetapi jumhur berpendapat,

8 Achmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,. 249.



96

peminjam yang ingkar tidak harus dipotong tanganya. Mereka berdalil
dengan al-Qur’an dan al-Sunnah yang hanya mewajibkan potong tangan itu
bagi pelaku pencuri. Sedangkan yang peminjam dan telah ingkar itu tidak
termasuk pencuri. Pendapat ini dibantah, bahwa orang yang yang ingkar itu
dapat digolongkan sebagai pencuri.

Menurut Zufar serta ulama Khowarij, Ahluh Dhahir dan ibny Hazm
seperti yang dikutip Hasbi Ash-Shidsiqy, menetapkan bahwa mereka yang
mengingkari barang yang dipinjamnya dipotong tangan. Ibnu Qayyim,
memasukkan orang yang mengingkari pinjaman kedalam golongan pencuri.
Mereka yang menyerobot dan menggelapkan barang tidak dikategorikan
sebagai pencuri. Sedangkan menurut Haliman penerimaan barang yang
diberikan kepada seseorang, dan apabila kepercayaan itu dilanggar, dengan
tindakan kepemilikan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, maka
telah terjadi djuhudul ariyah (mengingkari barang yang dipinjamnya). Atas
perbuatan penggelapan juga berlaku ketentuan hukuman Aad pemotongan
tangan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang penggelapan sepeda motor. Dapat
menggiyaskan dengan pendapat para ulama tentang mengingkari barang yang
dipinjamnya (djahidu ‘ariyah). Selain mengqiyaskan dengan a/-ghulul. Qiyas

adalah menyusul peristiwa yang tidak terdapat mas hukumanya dengan



97

peristiwa yang terdapat nas untuk menyamakan dua peristiwa pada hukum.

Adapaun rukun qiyas yaitu:

1. Al- Ashlu yaitu sesuatu yang ada nas hukumanya.

2. Al-Far’u yaitu sesuatu yang tidak ada nas hukumanya.

3. Hukum Ashl yaitu hukum syara’ yang ada nas-nya pada pokoknya dan ia
dimaksudkan menjadi hukum pada al-Far’u.

4. Illat yaitu sesuatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum
pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada al-far’u. Maka
ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.®’

Mengqiyaskan penggelapan dengan ghu/ul, maka dapa dijelaskan
rukun qiyas yaitu : Al-Ashlu yaitu: ghulul, Al-Far’u: penggelapan, Hukum
Ashl (haram), illat (memiliki barang milik orang lain dengan tidak benar).
Sedangkan pengertian ghul/ul ialah mencuri harta rampasan perang
(ghanimah) atau menyembunyikan sebagian-Nya (untuk dimiliki) sebelum
menyampaikan ke tempat pembagian.”’

Berdasarakan pengertian tersebut, menunjukkan bahwa ghul/ul terjadi
pada penggelapan harta rampasan peran. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-

Imran: 161 :

% Abdul Wahhab Khallaf, Ushul Figh, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,tt), 68.
7 Abu Fida’ Abdur Rafi. Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa),
(Jakarta: Republik, 2006), 30.
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“tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan

perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang
itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang
dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan
tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang
mereka tidak dianiaya.”

Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa dalam
perkara nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang penggelapan sepeda motor
kredit. Dengan adanya niat, perbuatan, keadaan terdakwa dan akibat dari
tindakan terdakwa dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam termasuk
Jjarimah ta’zir dan termasuk jarimah yang ditentukan al-Qur’an dan al-
Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Untuk menentukan sanksi
Jjarimah ta’zir diberikan kepada hakim untuk memilih hukuman-hukuman
mana yang sesuai dengan macam jarimah ta’zir serta keadaan terdakwa,

karena tidak diatur dengan jelas pada al-Qur’an dan al-Hadis.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak hanya
bertujuan untuk membuat efek jera kepada terdakwa tetapi juga bertujuan
edukatif yakni pembelajaran agar terdakwa sadar bahwa yang dilakukan salah
dan tidak mengulanginya lagi. Berdasarkan amar putusan Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr terdakwa Rio Chandra bin Nurani Bramantya terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah telah memenuhi unsur-unsur pasal 372
KUHP tentang penggelapan, dengan dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh)
bulan penjara, terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan adanya barang bukti
berupa 1  (satu) lembar  Serifikat Jaminan  Fidusia  Nomor
W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014, 1 (satu) bundel
Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret 2014 (dikembalikan
kepada pihak PT. ADIRA FINANCE), 1 (satu) buah surat pernyataan atas
nama Rio Chandra bin Nurani Bramantya, terdakwa juga dibebani untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit dalam hukum pidana Islam

yang dilakukan oleh terdakwa Rio Chandra bin Nurani Bramantya termasuk

89
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dalam jarimah ta’zir karena telah diqiyaskan dengan a/-ghulul. Dalam jarimah
ta’zir terdapat macam-macam hukumannya dan sesuai dengan apa yang
dilakukan oleh pelaku. Di dalam jarimah ta’zir terdapat hukuman penjara, yang
sesuai diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit,
hukuman penjara yang juga berarti menahan atau mencegah. Berdasarkan
putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr, hakim telah manjatuhkan hukuman
selama 10 (sepuluh) bulan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-
bukti yang telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan dan
fakta-fakta hukum yang terungkap. Kalau dikaitkan dengan hukum pidana
islam sudah sesuai, karena hukuman tindak pidana penggelapan sepeda motor
kredit yang menentukan besar kecilnya adalah u/i/ amri dalam hal ini adalah
majelis hakim di pengadilan, dan termasuk dalam jenis hukuman penjara yang
terbatas. Karena pelaku belum pernah dihukum dan baru pertama kali

melakukan tindak pidana.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka akan disajikan beberapa saran sebagai
berikut:
1. Dalam memutuskan suatu perkara tidak luput dalam penentuan penggunaan
pasal, seperti pada putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr berdasarkan barang
bukti,keterangan para saksi dan terdakwa, sesuai dengan asas lex specialis

derogate lex generalis majelis hakim harus menggunakan pasal 36 Undang-
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Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Maka, majelis hakim
harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari segi formil maupun materiil.
Lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman, khususnya penggunaan pasal dan
Undang-Undang yang digunakan. Karena untuk membuat masyarakat percaya
dalam persidangan adalah keprofesionalan dan keadilan dalam menjalankan
tugas bagi Aparat penegak hukum.

Perlu adanya sosialisasi pemahaman hukum terhadap masyarakat, bahwa suatu
tindak pidana apapun baik besar maupun kecil akan diproses melalui
persidangan, bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, atau mahasiswa-
mahasiswa hukum, seperti halnya tindak pidana penggelapan sepeda motor

kredit.
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